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ABSTRAK 
 
Victoria Sampe Padang (E211 12 266), Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana Toraja, XVII + 98 Halaman + 6 Tabel + 9 
Gambar + 26 Kepustakaan (1977-2015) + 3 Lampiran, Dibimbing oleh Dr. Gita 
Susanti, M.Si dan Drs. Lutfi Atmansyah, MA. 
Pengadaan barang dan jasa atau e-Procurement merupakan salah satu 
fungsi manajemen yang penting, baik pada sektor swasta maupun sektor publik. 
Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk 
inovasi dan upaya meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
Kabupaten Tana Toraja telah menerapkan pengadaan barang dan jasa berbasis 
elektronik ini sejak tahun 2013. 
 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana 
Toraja. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan didukung dengan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
observasi. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengadaan barang dan 
jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja belum sepenuhnya berjalan 
efektif. Masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses pengadaan barang dan jasa ini.  
 
Kata Kunci : Efektivitas, Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 
 
 
 
 
 
iv 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
 
ABSTRACT 
 
Victoria Sampe Padang (E211 12 266), The Effectiveness Of Procurement Of 
Goods / Services Based Electronic in Tana Toraja, XVII + 98 Pages + 6 Tables + 
9 Pictures + 26 Literature (1977-2015) + 3 Appendix, Guided by Dr.  Gita 
Susanti, M.Si and Drs. Lutfi Atmansyah, MA. 
Procurement of goods and services is one of the important functions of 
management, both in the private sector and the public sector. E-Procurement is one 
of innovation and efforts to improve the quality of service provision of government 
goods and services, in accordance with the principles of good governance. Tana 
Toraja has implemented the e-Procurement since 2013. 
Generally, this research aims to determine how the effectiveness of the e-
Procurement based in Tana Toraja. This study uses qualitative descriptive and 
supported by secondary data. Data collection techniques used were interviews and 
observation. 
The results showed that the application of the e-Procuremnet based in Tana 
Toraja yet fully effective. There are still constraints faced by the parties involved in 
the process of procurement of goods and services. 
Keywords: effectiveness, e-Procurement 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : Victoria Sampe Padang 
NIM  : E211 12 266 
Program : Administrasi Negara 
Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana Toraja” adalah benar-benar merupakan hasil 
karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan 
dengan benar dalam daftar pustaka. 
 
Makassar, 29 November 2016 
Yang Membuat Pernyataan 
 
 
 
 
Victoria Sampe Padang 
NIM. E211 12 266 
  
vi 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
Nama    : Victoria Sampe Padang 
NIM    : E211 12 266 
Program Studi   : Administrasi Negara 
Judul Tugas Karya Akhir  : Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis 
Elektronik di Kabupaten Tana Toraja 
 
Telah diperiksa oleh Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Pembimbing 
serta dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang skripsi Program Studi Administrasi 
Negara Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin. 
Makassar, 15 November 2016 
Menyetujui : 
 
 
Mengetahui : 
 
Pembimbing I, 
 
 
Dr. Gita Susanti, M.Si 
NIP. 19650311 199103 2 001 
Pembimbing II, 
 
 
Drs. Lutfi Atmansyah, MA 
NIP.19621107 198803 1 002 
vii 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
Nama    :  Victoria Sampe Padang 
Nim    : E 211 12 266 
Program Studi   : Administrasi Negara 
Judul Tugas Karya Akhir : Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis 
Elektronik di Kabupaten Tana Toraja. 
 
Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Program Studi Administrasi 
Negara Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin. 
 
Dewan Penguji Skripsi 
Ketua Sidang  : Dr. Gita Susanti, M.Si  (…………………) 
Sekretaris Sidang : Drs. Lutfi Atmansyah, MA  (…………………) 
Anggota  :1. Drs. Nurdin Nara, M.Si  (…………………) 
   2. Dr. La Tamba, M.Si  (…………………) 
viii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia 
Kolose 3:23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
 
Salam Sejahtera bagi kita semua.. 
 Segala Hormat dan Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang 
sungguh baik dan penuh kuasa atas kehidupan dan segala berkat yang Ia telah 
karuniakan kepada penulis, atas karya penyelamatan yang tak pernah usai. Disaat 
penulis mengalami banyak tantangan, pertolongan-Nya tidak pernah terlambat 
terlebih saat ini boleh diberkati oleh Kuasa-Nya menyelesaikan Skripsi ini. Terima 
kasih Tuhan Yesus atas segala karya-Mu di dalam kehidupanku, penyertaan-Mu 
yang tak pernah terlambat dan senantiasa memelihara hidupku, terima kasih atas 
suka maupun duka yang terjadi dalam hidupku, terima kasih telah mengizinkanku 
merasakan indahnya ciptaan-Mu, terima kasih telah menempatkan aku diantara 
orang-orang yang menyayangiku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah segala lidah 
mengaku bahwa Engkaulah Sang Juruselamat yang hidup. 
 Perjalanan yang telah penulis lalui dalam melaksanakan penelitian, 
memberikan banyak pelajaran serta pengalaman. Dalam menyelesaikan skripsi ini, 
tentunya tidak luput dari kendala-kendala, kerja keras dan pemikiran yang telah 
tercurah bukan menjadi pembuktian bahwa penyusunan skripsi ini telah sempurna. 
Yang paling utama adalah berkat iringan doa dari orang-orang terkasih yang 
memampukan penulis melewati semuanya. 
Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada kedua orang tua terkasih, Yohanis Sampe Padang dan 
Martha Bonta, yang selama ini telah membesarkan, mendidik, memberikan 
x 
 
semangat, motivasi serta dukungan doa dan materi. Terima kasih banyak atas 
kepercayaan, cinta kasih kalian, berkat kerja keras dan tetesan keringat kalian 
hingga penulis bisa sampai pada titik ini. Dan mohon maaf atas segala kesalahan 
yang telah penulis lakukan, baik dalam tingkah laku, perkataan dan perbuatan. 
Terima kasih juga buat kakak-kakakku Michael Somba, Sefraim Somba, 
Mesak Sampe Padang, Nolvius Sampe Padang dan Moris Bonta atas dukungan 
yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi teladan 
kepada penulis dan untuk setiap nasihat-nasihat kecil yang selalu diberikan. Setiap 
perjuangan yang penulis telah lalui itu semua untuk membalas setiap apa yang telah 
kalian berikan. walaupun kita terpisahkan dan berjuang masing-masing tapi ini untuk 
kebahagian kita bersama nantinya, Tuhan memberkati kita semua.  
Penulis menyadari dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. 
Pada kesempatan inipenulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.Selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan staff Universitas Hasanuddin. 
2. Bapak Prof. Alimuddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik beserta seluruh staffnya. 
3. Ibu Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi 
Negara dan Bapak Drs. Nelman Edy, M.Si selaku Sekretaris Departemen 
Ilmu Administrasi Negara. 
4. Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si selaku pembimbing I serta Bapak Drs. Lutfi 
Atmansyah, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan 
xi 
 
masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan 
dan membimbing dan menyempurnakan skripsi ini. 
5. Ibu Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si, bapak Dr. La Tamba, M.Si dan bapak Drs. 
Nurdin Nara, M.Si selaku Dosen penguji yang memberikan masukan dalam 
skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unhas yang telah 
memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan motivasi selama kurang lebih 
empat tahun perkuliahan. 
7. Seluruh staff Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas (Ibu Rosmina, Pak 
Andi Revi, Ibu Ani, Pak Lili) yang telah banyak membantu dalam 
pengurusan surat-surat kelengkapan Administrasi selama perkuliahan, 
terutama dalam pengurusan berkas skripsi penulis. 
8. Bapak Muh. Safar, S.STP, Ibu Risliana Pangloa, S.T, M.T dan setiap 
rekanan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis 
untuk wawancara dan membantu penulis dalam memberikan kelengkapan 
data-data guna penyelesaian skripsi ini. 
9. Kepada sahabat terkasih Irene Tivani dan Imanuela Sri Epriani yang telah 
menemani penulis selama masa perkuliahan sampai saat ini selalu menjadi 
penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah 
mengukir mimpi-mimpi bersama, semoga setiap cita yang telah kita doakan 
suatu saat akan tercapai. Sahabat tidak dinilai dari seberapa lama kita 
bersama namun seberapa banyak dukungan serta doa-doa yang telah kita 
xii 
 
panjatkan untuk sahabat kita. Tidak ada yang abadi di dunia ini begitupun 
persahabatan, namun semoga kita selalu saling merindukan. 
10. Kepada Risky Muriani Londong Allo dan Enike Tumimbo yang telah 
menjadi teman seperjuangan penelitian. Untuk setiap semangat, motivasi, 
waktu dan tenaga selama penelitian, tidak ada perjuangan yang sia-sia. 
Semoga akhir tahun ini kita bahagia 
11. Kepada saudara-saudaraku Yastri N. Tandungan, Zusi R. Sambara, Mercy 
Tangdilassu, Urlick S. Parasan, Yanni, Agustina T, Kristin, Katrina, 
Desak Widiastuti, Kisela Parubak, Ardyanto untuk setiap kasih 
persaudaraan yang telah tercipta selama ini. Semoga impian kita semua 
diberkati Tuhan dan setiap cita kita dapat kita raih. 
12. Kepada saudara-saudara seiman PMKO FISIP UNHAS terima kasih telah 
menemani penulis selama ini dan telah memberikan kesempatan bagi 
penulis untuk memberikan pelayanan. Kepada para penjaga sekret tercinta 
Kak Okta, Kak Rano, Kak Ivan, Kak Jansen, Kak Arland, Kak Rian, Kak 
Apri, Kak Erik, Kak Lyzza, Kak Victor, Kak Gali, Ivan, Dora, Opes, Andri, 
Musa, Anti, Benyamin, Mesa dan Yunisa, terima kasih untuk setiap 
pengalaman luar biasa yang telah terukir selama ini. Melayani dengan 
sepenuh hati suatu saat berkat akan menjadi kelimpahan atas kita. 
Pelayanan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Tuhan. 
13. Kepada teman-teman Regeneration  Of Leader Administration 2012 untuk 
setiap cerita kehidupan sebagai mahasiswa kampus. Sukses untuk kita 
semua. 
xiii 
 
14. Kepada HUMANIS FISIP UH untuk setiap proses yang telah diberikan, tidak 
ada proses yang tidak berguna sekecil apapun itu.  
15. Buat teman-teman KKN Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten 
Bantaeng Kak Ime’, Kak Fadli, Kak Maman, Bima, Zulfi dan Putu untuk 
dua bulan yang tidak akan terlupakan. Waktu tidak bisa mengukur dalamnya 
persahabatan yang telah terjalin, pertemuan boleh singkat tapi masa singkat 
itu telah memberikan pengalaman yang luar biasa. Sukses buat kita semua. 
16. Kepada teman-temanku d’Palma untuk kebersamaan sampai saat ini dan 
semoga tidak akan pernah berhenti. Canda tawa yang selalu terselip dalam 
setiap pertemuan-pertemuan singkat kita. Semoga cita-cita kita semua dapat 
tercapai. Setiap hal yang telah kita lalui akan menjadi kerinduan tersendiri 
bagi penulis. 
17. Kepada teman-teman PPGT JAOT untuk setiap dukungan dan doa yang 
selalu diberikan kepada penulis. Persekutuan yang selalu dirindukan, 
tetaplah menjadi garam dan terang dimanapun. 
Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, 
terimakasih banyak atas dukungan dan iringan doanya kepada penulis hingga 
mampu menyelesaikan skripsi ini. 
Tuhan Yesus Memberkati kita semua. 
Penulis 
 
Victoria S. Padang 
xiv 
 
DAFTAR ISI 
 
 
halaman 
HALAMAN SAMPUL ................................................................................. i 
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... ii 
ABSTRAK .................................................................................................. iii 
ABSTRACK ............................................................................................... iv 
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................ v 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................... vi 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  .......................................................... vii 
KATA PENGANTAR .................................................................................. ix 
DAFTAR ISI  .............................................................................................. xiv 
DAFTAR GAMBAR  ................................................................................... xvi 
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xvii 
BAB I PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang ............................................................................ 1 
I.2. Rumusan Masalah ....................................................................... 9 
I.3. Tujuan Penelitian  ........................................................................ 9 
I.4. Manfaat Penelitian  ...................................................................... 10 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep Efektivitas  ..................................................................... 11 
II.2. Konsep Pengadaan barang dan Jasa ......................................... 22 
II.3. Kerangka Pemikiran ................................................................... 42 
 
 
xv 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian  .............................................................. 44 
III.2. Unit Analisis  .............................................................................. 44 
III.3. Fokus Penelitian ......................................................................... 45 
III.4. Tipe Penelitian ........................................................................... 46 
III.5. Narasumber atau Informan ......................................................... 46 
III.6 Jenis dan Sumber Data ............................................................... 47 
III.7. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 48 
III.8. Teknik Analisis Data ................................................................... 48 
 
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1. Deskripsi Kabupaten Tana Toraja  ............................................. 51 
IV.2. Deskripsi e-Procurement Kabupaten Tana Toraja ..................... 54 
 
BAB V HASIL DAN PEMBAHSAN 
V.1. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik di    
Kabupaten Tana Toraja .............................................................. 63  
V.2. Pengukuran Efektivitas Pengadaan Barang dan jasa berbasis       
Elektronik di Kabupaten Tana Toraja .......................................... 89 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  
VI.1. Kesimpulan ................................................................................ 90  
VI.2 Saran .......................................................................................... 92 
 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 93 
LAMPIRAN ................................................................................................. 95 
 
xvi 
 
DAFTAR GAMBAR 
halaman 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir  .....................................................................  43 
Gambar 4.1 Struktur Organiasasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik     
Kabupaten Tana Toraja .......................................................  54 
Gambar 4.2 Aplikasi SPSE pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ....  60 
Gambar 5.1 Informasi Lelang dalam LPSE Kabupaten Tana Toraja ........  66 
Gambar 5.2 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan .....................  67 
Gambar 5.3 Grafik Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja .......................................................  77 
Gambar 5.4 Tahap Pelelangan pada LPSE Kabupaten Tana Toraja .......  78 
Gambar 5.5 Fitur Monitoring dan Evaluasi Online ....................................  83 
gambar 5.6 Fitur Tanya Jawab ................................................................  88 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
DAFTAR TABEL 
halaman 
Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa .................  27 
Tabel 2.2 Klasifikasi Sistem E-procurement  ........................................  29 
Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tana                        
Toraja ....................................................................................  52 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana                 
Toraja ....................................................................................  53 
Tabel 5.1 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tana           
Toraja ....................................................................................  76 
Tabel 5.2 Pengukuran Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis     
Elektronik di Kabupaten Tana Toraja.....................................  89 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang 
dengan sangat pesat. Dalam setiap aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh 
teknologi informasi sehingga kita pun dituntut untuk lebih mengembangkan diri. 
Organisasi baik swasta maupun pemerintahan juga memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya 
peningkatan kinerja dalam suatu organisasi maka upaya untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat akan terealisasi. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet juga 
berkembang dengan cepat. Kebutuhan masyarakat akan informasi dengan cepat 
menuntut pemerintah sebagai penyedia pelayanan wajib mengikuti setiap 
perkembangan teknologi informasi demi memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 
informasi berbasis internet saat ini. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik 
dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah upaya untuk mewujudkan 
good governance.  
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 
kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta dan 
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masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya 
berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintah. 
Dengan bergesarnya paradigma dari government ke arah governance, yang 
menekankan ada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara 
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society), maka 
dikembangkan pandangan atau paradigma bari administrasi publik yang disebut 
dengan kepememerintahan yang baik. 
Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif 
di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah 
kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 
efektivitas, supremasi hokum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 
Seperti disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata dalam Dr. Pandji Santosa, M.Si 
2009, asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor 
pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis 
(menggerakkan roda perekonomian), dan sektor civil society (aktivitas swadaya 
guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, da efesiensi). 
Syarat bagi terciptanya good governance, yang merupakan prinsip dasar adalah 
sbb: 
- Partisipatoris; setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan 
unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya). 
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- Rule of law; harus ada perangkat hokum yang menindak para pelanggar, 
menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga. 
- Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi 
warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara 
rahasia Negara dengan informasi yang terbuka untuk publik. 
- Responsiveness; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan 
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “basic needs” (kebutuhan dasar) 
dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya). 
- Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam 
masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog, musyawarah 
menjadi consensus. 
- Persamaan hak; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa 
terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang 
dikesampingkan. 
- Efektivitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam 
memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara. 
- Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, 
yang mengakomodasi  perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi 
dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai 
antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Di Indonesia, buruknya praktik governance  dapat ditemui dalam kasus 
pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik seperti mark-up, kolusi dan manipulasi 
pengadaan seolah menjadi sesuatu yang wajar dan dapat ditemui di hampir setiap 
level pemerintahan. Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah 
aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi 
dimanapun diseluruh dunia (OECD, 2007:9). Hasil penelitian ini sedikit banyak juga 
terkonfirmasi di Indonesia. Mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang 
tersedia dibeberapa laporan tahunan KPK (2012: 72) (2013:83) (2014:41); sejak 
tahun 2004-2014, KPK telah menangani 411 kasus korupsi yang 131 atau sepertiga 
diantaranya terjadi dibidang pengadaan barang/jasa. Hal ini menempatkan korupsi di 
bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus 
penyuapan. 
Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang 
dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan KKN. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah: belum jelasnya 
aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya 
implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan 
hokum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana di lapangan belum 
memadai, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender. Selain 
bersumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena 
para vendor belum memahami secara baik hal dan kewajiban mereka. Upaya 
memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan seringkali dilakukan dengan 
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cara-cara yang tidak wajar misalnya menjanjikan “pembagian keuntungan” atau 
pengaturan pelaksanaan tender yang kemudian terkenal sebagai “arisan tender”. 
Upaya reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa 
pemerintahan ada tiga aspek yang menjadi ruang lingkup reformasi birokrasi yaitu 
aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia atau 
aparatur. Dari ketiga aspek ini aspek kelembagaan layanan pengadaan masih 
menjadi kendala utama. Di bidang ketatalaksanaan, pemerintah telah 
menyederhanakan berbagai prosedur pengadaan barang dan jasa yang lebih 
akuntabel dan transparan antara lain melalui penerapan sistem e-Procurement, 
serta perbaikan regulasi dan prosedur pengadaan. Sedangkan di bidang sumber 
daya manusia telah dilakukan standardisasi kompetensi personil pengadaan melalui 
program sertifikasi profesi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penetapan 
jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012). 
Untuk mengatasi masalah kelembagaan pengadaan, Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah) mengamanatkan dibentuknya ULP yang permanen, dapat berdiri 
sendiri atau melekat pada untit yang sudah ada. Namun demikian, hingga saat ini 
belum tersedia kejian organisasi pengadaan yang dapat dijadikan acuan atau dasar 
bagi pembentukan ULP di Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi 
(K/L/Pemda/I). Untuk itu diperlukan penyusunan kajian akademis pembentukan ULP 
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yang hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi LKPP untuk 
memfasilitasi pembentukan ULP di K/L/Pemda/I. 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka e-Procurement 
diharapkan akan mampu  menjadi instrument untuk memecahkan problema 
pengadaan barang dan jasa publik. Adopsi e-Procurement diharapkan akan mampu 
memecahkan persoalan terserbut ketika teknologi mampu memfasilitasi proses 
pengadaan secara transparan dan memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan 
masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pada akhirnya dengan penerapan e-
Procurement tersebut transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan 
jasa publik dapat diwujudkan. 
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
penting, baik pada sektor swasta maupun sektor publik (pemerintah). Namun di 
sektor pemerintah, fungsi pengadaan menjadi lebih penting karena semakin 
besarnya tuntutan publik terhadap pelayanan yang dihasilkan dari proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta semakin besarnya anggaran 
pemerintah yang dibelajakan proses pengadaan. 
Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau e-Procurement 
merupakan salah satu bentuk inovasi dan upaya meningkatkan kualitas layanan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik. 
Mengembangkan e-Procurement di lingkup pemerintah memang tidaklah 
mudah. Dibutuhkan tidak saja komitmen dan pengawalan dari pimpinan puncak unit 
pemerintahan terkait, tetapi juga kehandalan jajaran menengah lain dengan visi 
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yang sebangun dalam pengadaan barang dan jasa dan teknologi informasi yang 
memadai.  
Implementasi e-Procurement merupakan respon dari Inpres Nomor 3 tahun 
2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. 
Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, serta Inpres 
Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Yang terakhir 
mengamanatkan kepada Menko Perekonomian, Mentri Keuangan dan Kepala 
Bappenas untuk melaksanakan kajian uji coba pelaksanaan sistem e-Procurement 
yang dapat digunakan bersama oleh instansi pemerintahan. 
Terbitnya Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang telah mengakui informasi elektronik/dokumen elektronik 
sebagai alat bukti sah semakin meneguhkan pentingnya pelaksanaan e-
Procurement di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai instansi pemerintah di pusat 
maupun daerah, lembaga BUMN memiliki kesempatan untuk mengadopsi e-
Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa agar diperoleh hasil yang 
lebih efisien, efektif, adil, non-diskriminatif, transparan, akuntabel serta mampu 
menciptakan persaingan pasar yang sehat. Apabila pengadaan barang dan jasa 
melalui e-Procurement tersebut diikuti maka penghematan anggaran yang dilakukan 
masing-masing lembaga pemerintah/Negara akan berdampak besar pada 
penghematan APBN. 
E-Procurement sebagai upaya inovatif bagi perbaikan layanan publik dalam 
mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses reformasi 
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birokrasi yang transformasi tata pemerintahan yang sedang berjalan dan terbukti 
capaiannya baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, pengembangan sistem 
dan aplikasi serta program dan anggarannya. 
Penerapan e-Procurement pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja diawali 
dari Peraturan Bupati (Perbup) Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2012 Tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tana Toraja, dan Peraturan 
Bupati Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Toraja. Kedua Perbup diatas 
merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 
menjalankan e-Procurement.  
Masalah-masalah umum dalam proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja adalah praktek-praktek 
menyelahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya kasus di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja. Dikutip dari Toraja News Online “puluhan 
paket pekerjaan fisik ditenderkan, sayangnya Panitia sendiri tidak memenuhi syarat 
sebagai panitia seusai amanah Perpres 54 tahun 2010, diantaranya sertifikasi 
pengadaan barang dan jasa yang sudah kadaluarsa dan bahkan ditengarai tidak 
memiliki sertifikasi kelulusan Pengadaan Barang dan Jasa. Ada juga beberapa 
upaya memasukkan oknum-oknum tertentu dari dinas lain untuk menjadi panitia, ini 
jelas sarat kepentingan tertentu dari kelompok tertentu”. 
Berawal dari data di atas, maka penulis tertarik untuk melihat sejauh mana 
efektivitas pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik 
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atau e-Procurement di Kabupaten Tana Toraja untuk mewujudkan pemerintahan 
yang lebih baik. 
Untuk itu penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi 
berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-
Procurement) di Kabupaten Tana Toraja” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dirumuskan, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pengadaan dan Jasa Berbasis 
Elektronik di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan tujuan dari e-Procurement dalam 
Perpres Nomor 54 tahun 2010? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana 
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana 
Toraja dilihat dari tujuan dari e-Procurement berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 
2010. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam pembahasan-
pembahasan mengenai kebijakan publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan 
referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam 
bidang penelitian yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kepada pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik 
berbasis internet atau e-Procurement. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Efektivitas 
II.1.1 Pengertian Efektivitas 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993:250) efektivitas diartikan 
sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat membawa hasil, 
berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-
undang/peraturan). Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 
selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya dicapai. 
Menurut Robbins (1994) efektivitas merupakan tingkat pencapaian organisasi 
jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian menurut Schein (1980) dalam 
bukunya Organizational Psychology mengemukakan bahwa efektivitas organisasi 
adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, 
lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya. 
Adapun pengertian efektivitas menurut The Liang Gie (1989:147) dalam 
bukunya Ensiklopedi Administrasi adalah sebagai berikut: 
“efektifitas adalah suatu keadaan yang mengadung pengertian mengenai 
terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki, kalau seorang melakukan perbuatan 
dengan maksud tertentu memang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan 
efektif, kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki” 
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Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan efektivitas adalah melakukan hal 
yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas 
adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita 
mencampur segala sumber daya secara cermat. 
Berdasarkan pendapat Steers organisasi merupakan suatu kesatuan yang 
kompleks yang berusaha untuk mengalokasikan sumber dayanya secara rasional 
demi tercapainya tujuan. Dalam meneliti efektivitas suatu organisasi sumber daya 
manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha 
untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku di 
tempat kerja. Pengertian efektivitas organisasi menurut Steers dapat dijelaskan 
dengan memahami tiga konsep yang saling berhubungan, yaitu optimisasi tujuan, 
sistematika dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. 
Pertama, dalam optimasasi tujuan, keberhasilan yang tecapai oleh suatu 
organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan 
sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usaha 
mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam hal ini, organisasi harus mengatasi 
hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari 
alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. 
Kedua, dalam perspektif sistem, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang 
saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh 
terhadap proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Ketiga, dalam perilaku 
manusia, tingkah laku individu dan kelompok, menentukan kelancaran tercapainya 
tujuan suatu organisasi. 
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Pencapaian efektivitas organisasi meliputi tiga perspektif yang saling 
berhubungan antara unsur-unsur utama dari sistem organisasi dan bagaimana 
unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi untuk mempermudah atau menghambat 
pencapaian tujuan organisasi. Konsep efektivitas yang dikemukakan para ahli 
organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada 
kerangka acuan yang digunakan. 
 Menurut Emerson dan Handayaningrat efektivitas adalah pengukuran dalam 
arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Organisasi dikatakan 
efektif apabila tujuannya telah tercapai. Upaya mengevaluasi jalannya suatu 
organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu 
faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan 
terhadap bentuk atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan 
pencapaian tujuan pencapaian organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). 
Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 
benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. 
 Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalah pencapaian tujuan. Ini 
berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat 
tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak 
terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. 
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II.1.2 Pendekatan Efektivitas 
Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua 
pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem (1997:27-29). Dua 
pendekatan tersebut adalah: 
Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas 
didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur 
dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. 
Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian 
organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber 
(input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan 
mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output). 
Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) menyatakan efektivitas sebagai 
konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan 
organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas 
bukannlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing 
organisasi dan keberagaman tujuan organisasi itu sendiri. 
Menurut Lubis dan Martani (1987:55), ada tiga pendekatan dalam mengukur 
efektivitas organisasi, yaitu:  
1. Pendekatan sumber (resource approach) 
Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas melalui keberhasilan 
organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya. 
Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber daya yang 
15 
 
dibutuhkannya, dan juga memelihara keadaan sistem organisasi agar bisa menjadi 
efektif. 
Pendekatan ini didasarkan pada teori organisasi mengenai keterbukaan 
sistem organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi menpunyai hubungan dengan 
lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan 
inout bagi organisasi, dan output yang dihasilkan juga akan dilemparkan organisasi 
kepada lingkungannya. Sementara itu, sumber-sumber yang terdapat pada 
lingkungan seringkali langka dan bernilai tinggi (mahal). Dengan penjelasan 
tersebut, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 
organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis 
sumber yang bersifat langka maupun nilainya tinggi. 
Pendekatan sumber mempergunakan beberapa dimensi berikut untuk 
mengukur efektivitas organisasi: 
a. Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh 
berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan bersifat tinggi. 
b. Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk 
menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat 
c. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan 
menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh 
d. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari 
e. Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap 
perubahan lingkungan. 
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2. Pendekatan proses (Process approach) 
Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi 
(kesehatan) dari ogranisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses internal 
berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan 
yang tinggi, kegiatan masing-masing terkoordinasi secara baik dengan produktivitas 
yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan orgasnisasi, dan 
memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang 
dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan 
organisasi. 
Pendekatan proses umumnya dilakukan oleh penganut pendekatan neo-
klasik (human relations) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan 
antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Indikator 
untuk mengukur pendekatan ini diantaranya adalah: 
a. Perhatian atasan terhadap pegawai 
b. Semangat, kerjasama, dan loyalitas kelompok kerja 
c. Saling percaya dan komuniksi antara pegawai dengan pemimpin 
d. Desentrasilasi dalam pengambilan keputusan 
e. Adanya komunikasi vertical dan horizontal yang lancar dalam organisasi 
f. Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai 
tujuan yang telah direncanakan 
g. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan 
terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta performansi dan 
pengembangan pegawai 
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h. Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama dengan baik dan konflik yang terjadi 
selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama 
3. Pendekatan sasaran (goal approach) 
Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan 
identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam 
mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur 
sejauhmana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. 
Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas berdasarkan 
sasaran resmi (official goal). Dalam pengukurannya dimulai dengan mengidentifikasi 
sasaran mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Indikator ukuran keberhasilan 
organisasi dapat dilihat dari faktor efisiensi, produktivitas, tingkat keuangan, 
pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi pada lingkungannya dan 
stabilitas organisasi. 
Emitai Etzoni dalam buku Perilaku Organisasi karangan Adam L Indrawijaya 
(1983:227) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang 
disebutnya “sistem model” mencakup empat kriteria, yaitu sebagai berikut: 
1. Adaptasi, kemampuan suatu organisasi menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 
tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. 
2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk 
mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dengan komunikasi kepada 
berbagai macam organisasi lainnya. 
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3. Motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan 
dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan 
sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. 
4. Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan 
jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi. 
S.P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern (1982:30), mengemukakan 
bahwa eketivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-
tujuan organisasi dapat tercapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 
“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 
sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 
pencapaian tujaun irganisasi. 
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan 
yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus 
mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha melaksanakan 
kegiatan operasional. 
4. Perencanaan yang matang pada hakekatya berarti memutuskan sekarang apa 
yang dikerjakan organisasi dimasa depan. 
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak 
para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 
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6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 
organisasi adalah kemampuang bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 
apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 
tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi 
semakin didekatkan pada tujuannya. 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat 
manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya 
sistem pengawasan dan pengendalian. 
II.1.3 Indikator Efektivitas 
Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. 
Menurut Steers (1997), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan 
organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari 
keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Berikut ini beberapa kriteria 
yang menjadi ukuran efektivitas organisasi: 
1. Produksi 
Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk 
memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan 
lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan pennjualan, 
jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya. 
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2. Efisiensi 
Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsikan oleh 
pelanggan. Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi 
diartikan sebagai perbandingan antara keluaran dengan masukan. Ukuran 
efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, 
depresiasi, dan sebagainya. Pernyataan perbandingan antara keuntungan dan 
biaya. Organisasi sudah bertindak realistis bahwa keuntungan akan diselaraskan 
dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, 
dan kesempatan lingkungan. 
3. Kepuasan 
Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai 
seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, 
sehingga mereka merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan 
manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksudkan optimal 
yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi 
kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi. 
4. Adaptasi 
Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu 
menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian 
akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi ini 
sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah yang lain seperti produksi, 
keuangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun sifatnya lebih abstrak, tetapi 
bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, 
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maka kelangsungan hidup bisa terancam. Manajemen dapat membuat kebijakan 
yang dapat merangsang kesiap-siagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung 
keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu disadari bahwa harus 
ada ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan 
diharapkan organisasi bisa berkembang. 
5. Perkembangan 
Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup  dalam 
jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, 
sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase 
kelangsungan hidupnya. Usaha pengembangan kemampuan tersebut seperti 
program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi 
diharapkan dapat mengembangkan organisasinya baik untuk saat ini maupun 
untuk masa depan yang akan datang. 
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II.2 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa 
II.2.1. Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional 
Pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang 
atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga 
bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Pada dasarnya pengadaan 
barang dan jasa sistem konvensional adalah proses pengadaan barang dan jasa 
dimana kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna yang diwakili oleh PPK dan pihak 
penyedia barang dan jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada 
setiap pengadaan barang dan jasa.  
Pengadaan barang dan jasa konvensional dilakukan dalam beberapa tahap, 
yaitu tahap perencanaan pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap 
prakualifikasi peserta, tahap penyusunan dokumen tender, tahap pengumuman 
tender, tahap pengambilan dokumen tender, tahap penentuan Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS), tahap penjelasan tender (Aanwijzing), tahap penyerahan penawaran 
dan pembukaan penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon 
pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang, tahap 
penandatanganan kontrak dan terakhir tahap penyerahan barang dan jasa. 
Adapun kelemahan dari pengadaan barang dan jasa konvensional adalah (1) 
Informasi yang terbatas, sistem tradisional tidak mampu menyediakan informasi 
yang lengkap untuk semua penyedia barang dan jasa dan tidak dapat 
menghapuskan pendekatan segmental. (2) Public monitoring, sistem tradisional 
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tidak dapat menyediakan sarana yang memadai untuk public monitoring proses 
pengadaan barang dan jasa. Dan secara keseluruhan kelemahan dari pengadaan 
barang dan jasa konvensional adalah inefisiensi, kompetisi yang terbatas, praktek 
korupsi, dan berdampak pada kelemahan perkembangan ekonomi. 
II.2.2. Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) 
 Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
penting, baik di sektor publik (pemerintahan) maupun di sektor swasta. Di sektor 
pemerintahan fungsi pengadaan menjadi lebih penting karena semakin besarnya 
tuntutan publik terhadap pelayanan yang dihasilkan dari proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah, serta semakin besarnya anggaran pemerintah yang 
dibelanjakan melalui proses pengadaan. 
Pengadaan barang dan jasa berbasis internet atau e-procurement 
merupakan salah satu mekanisme mewujudkan nilai-nilai good governance. Menurut 
Croom dan Brandon Jones, 2001:43 dalam E-procurement di Indonesia mengatakan 
bahwa e-procurement dalam pengertian umum diterapkan sistem data base  yang 
terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi 
dalam sebagian atau seluruh proses pembelian. 
Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Pasal 1 pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement adalah 
pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan peraturan presiden tentang 
pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan 
24 
 
teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-
undangan. 
Penerpan e-procurement di sektor publik merupakan adopsi dari penerapan 
e-procurement di sektor swasta. Seperti yang dikemukakan Majdalawieh & 
Batemen, 2008:54 dalam E-procurement di Indonesia bahwa meningkatnya tekanan 
persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi e-procurement 
sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Proses 
pembelian secara konvensional, dianggap tidak efisien dan efektif lagi untuk 
mendukung kegiatan bisnis. 
Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia saat ini 
diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 yang 
kemudian diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 
yang merupakan upaya perbaikan dan bukti keseriusan pemerintah untuk terus 
mengantisipasi dan mengendalikan resiko yang ada. Pengendalian melalui aturan 
tersebut ada yang telah jelas dan mudah dipraktekkan namun tidak menutup 
kemungkinan ada yang kurang jelas dan butuh kreativitas untuk membuat 
mekanisme berikutnya sebagai rincian sekaligus panduan langkah best practice-nya. 
Perpres ini telah mengungkapkan tugas dan kewenangan tiap pelaku pengadaan. 
Sistem e-procurement melaksanakan tender melalui internet sehingga 
membantu perusahaan dalam mendapatkan  sumber input produk dan jasa pada 
harga terendah, memastikan bahwa input tersebut memadai secara teknis dan 
spesifikasi tender lainnya. E-procurement dilihat sebagai praktek pembelian barang 
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antar pelaku bisnis dengan memanfaatkan internet untuk mengidentifikasi 
penawaran yang potensial, pembelian barang dan jasa, pembayaran, dan 
berinteraksi dengan pemasok 
II.2.3. Perbedaan Procurement dengan E-Procurement 
 Keuntungan yang diharapkan dari penerapan e-procurement didasarkan 
pada adanya perbedaan karakter antara pengadaan barang dan jasa berbasis 
elektronik atau e-procurement dengan pengadaan barang dan jasa secara 
konvensional atau procurement. Menurut Mitchel (MacManus, 2002:8) 
Traditional procurement is a paper based process that is characterized by 
fragmented purchasing, of-contract buying, and lack of control of expenditure. E-
procurement fasilitates, intergrated, streamlines the entire supply chain process 
(from consumers to supplier and back again) in a seamness, realtime, and 
interactive manner. 
Menurut Reddick, 2004 pengadaan barang dan jasa konvensional telah 
menyita waktu manajer dalam mengemas kertas kerja, dibanding mengelola supplier 
mereka atau menegosiasikan harga yang lebih baik. Dalam pengadaan barang dan 
jasa secara konvensional, pemesanan barang harus dilakukan melalui cara manual 
yang membutuhkan waktu lebih lama serta kebutuhan kertas yang banyak. Siklus 
pemesanan barang dan jasa menjadi lebih panjang. 
Sebaliknya dalam proses e-procurement, menyediakan dimense baru dalam 
bisnis via elektronik yang bertumpu pada tiga elemen  standar menurut Majdalawieh 
26 
 
dan Bateman (2008:53), yaitu: e-sourcing, e-buying, dan e-marketplace. Masing-
masing elemen tersebut terdiri dari beberapa unsur-unsur spesifik. 
E-sourcing adalah proses otomatis dimana organisasi mengidentifikasi, 
memilih, dan mengelolah supliernya. E-sourcing menggunakan jaringan internet 
untuk melaksanakan tiga tahap utama proses pemasokan, meliputi e-analysis, e-
tendering, dan e-auction. E-analysis merupakan tahapan yang meliputi tahapan 
proses analisis pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategi pemasokan. 
Sedangkan e-tendering atau e-bidding adalah penawaran via internet yang 
memfasilitasi proses penawaran dari pengumuman penawaran hingga 
penandatangan kontrak. Elemen ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam 
format elektronik. Kemudian e-auction atau penyelenggaraan via internet meliputi 
tiga langkah, menyampaikan tawaran, negosiasi kontrak serta evaluasi dan 
manajemen kontrak. Sementara elemen kedua, yaitu e-buying adalah proses 
transaksi yang dikelola oleh organisasi selama pengadaan barang dan jasa sehari-
hari. Proses ini dilakukan via internet untuk menopang dua tahap utama dalam e-
buying, yaitu e-purchasing dan pcards. E-purchasing adalah pembelian otomatis 
sebagai perluasan dari proses manual, dari identifikasi kebutuhan ke penciptaan 
daftar permintaan melalui pengiriman persetujuan, menjadi penciptaan daftar 
pembelian bagi penerima barang dan jasa. Sementara pcards (purchasing cards) 
ialah semacam kartu kredit bagi organisasi dalam pembelian barang dan jasa, 
dimana organisasi nantinya membayar kartu pernyataan pembelian. Program pcards 
ini dapat dilakukan oleh organisasi baik untuk pembayaran kepada suplier maupun 
membatasi  pembelian pada jenis komoditas tertentu. Keuntungan pcards 
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diantaranya mengurangi aktifitas standar dalam proses pembelian barang, 
mengurangi kertas kerja, hemat waktu, dan membuat penjual menerima transfer 
pembayaran lebih cepat. Elemen terakhir dari e-procurement adalah e-marketplace. 
Elemen ini berkenaan dengan pertukaran bisnis ke bisnis secara elektronik dimana 
perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau suplier untuk mengkomunikasikan bisnis 
melalui internet. E-marketplace mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa dari 
pembeli dengan pemenuhan sistem dari suplier, menciptakan standar tunggal bagi 
transaksi bisnis. 
Tabel 2.1 
Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 
No Konvensional E-Procurement 
1.  Pemasukan dan pengambilan 
dokumen dilakukan dengan tatap 
muka 
Pemasukan dan pengambilan dokumen 
dilakukan melalui internet 
2. Pengumumannya hanya dilakukan 
di media cetak 
Pengumuman dilakukan melalui internet 
di website yang disediakan 
3. Daerah cakupan pemberitahuan 
terbatas 
Daerah cakupan pemberitahuan sangat 
luas 
4. Terbukanya kesempatan untuk 
berkolusi antara panitia pengadaan 
dengan penyedia barang/jasa 
Kesempatan berkolusi antara panitia 
pengadaan dengan penyedia 
barang/jasa bisa diminimalkan 
5. Kurang transparan Lebih transparan 
Sumber Data: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2016 
 Dengan mengacu pada tabel 2.1 diatas maka dapat diketahui beberapa 
manfaat lebih dari e-Procurement ini. manfaat tersebut seperti layanan lebih cepat 
dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu ke tempat pengadaan barang 
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dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang terkadang 
menghabiskan waktu tidak sedikit. manfaat lainnya adalah transparansi, akuntabel, 
efektif dan efisien karena dapat diakses kapan saja oleh siapa saja dan dimana saja 
dan dengan adanya e-Procurement ini menjadi satu upaya dalam mempersiapkan 
para penyedia barang/jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan bersaing 
diperkembangan global saat ini. 
Menurut Johnson dan Klassen (2005:7) e-procurement mengandung tiga 
elemen khusus, yaitu e-sourcing, e-coordination, dan e-communities. E-sourcing 
adalah pengiriman dan penerimaan penawaran secara elektronik, yang sekaligus 
juga menggantikan permintaan penetapan proposal menjadi via internet. Sedangkan 
e-coordination merupakan otomatisasi proses transaksi bisnis, baik didalam 
organisasi maupun dengan pihak suplier. Misalnya pesanan pembelian via internet, 
catalog online, dan keterhubungan online dengan suplier untuk bertukar informasi 
mengenai pemenuhan aktifitas, seperti pemesanan dan inventarisasi informasi. E-
coomunities juga dapat dimaknai sebagai e-marketplace, seperti yang dikemukakan 
oleh Majdalawieh dan Bateman (2008). E-communities dapat dibagi dalam tiga 
model, yaitu pablik, industri, dan pertukaran pribadi. 
Sementara Bruno, et al (2005:347) mengklasifikasikan sistem e-procurement 
dengan fokus pada tiga variabel, yakni fungsi utama e-procurement, dampak 
terhadap biaya, dan dampak terhadap aspek organisasi. Mereka menyatakan paling 
tidak terdapat lima sistem e-procurement, yakni e-MRO, Web-Based ERP, e-
sourcing, e-tendering, dan e-reserves-auctioning. 
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Tabel II.1 
 Klasifikasi Sistem E-procurement 
Tipe Sistem 
E-procurement 
Fungsi Utama Dampak Tehadap 
Biaya 
Dampak Terhadap 
Aspek Organisasi 
E-MRO Pengambilalihan pelayanan 
perawatan, perbaikan, dan 
operasional 
Rendah Meluas ke seluruh 
bagian organisasi 
Web-Based ERP Integrasi proses pembelian 
dalam organisasi 
Rendah, terbatas 
pada fase operasi 
Meluas ke seluruh 
bagian organisasi 
E-Sourcing Memilih suplier melalui 
teknologi internet 
Rendah, terbatas 
pada fase operasi 
Terbatas pada 
departemen pembelian 
E-Tendering Pengiriman informasi 
permintaan kebutuhan dan 
harga kepada suplier dan 
pengumpulan penawaran oleh 
suplier via internet 
Rendah, terbatas 
pada fase operasi 
Terbatas pada 
departemen pembelian 
E-Reserves-
Auctioning 
Penawaran online via internet Rendah Terbatas pada 
departemen pembelian 
Sumber Data: Bruno, et al (2005:347) dalam E-Procurement di Indonesia 
II.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan E-Procurement 
Dalam pengimplementasian e-procurement di sektor publik tentu ada 
tantangan yang dihadapi oleh para implementor. MacManus (2002) mengidentifikasi 
tiga faktor yang menjadi penghambat implementasi e-procurement di sektor publik, 
yaitu: Pertama, perbedaan karakter antara sektor publik dengan sektor bisnis. Sektor 
publik atau pemerintah harus mempromosikan kesejahteraan bagi semua. Dengan 
kata lain, efisiensi semata tidak dapat dijadikan tujuan utama penerapan e-
procurement. Pengadaan barang dan jasa di sektor publik menekankan pada 
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inklusifitas dan kompetisi yang luas dari seluruh masyarakat. Salah satu isu terbesar 
yang dihadapi pejabat pemerintah adalah adanya marginalisasi secara digital 
terhadap kelompok bisnis minoritas. Kelompok kecil pengusaha, terutama usaha 
kecil masih berjuang untuk menguasai computer, sementara pengusaha-pengusaha  
lain telah memanfaatkan keahlian tersebut. Kesenjangan ini akan terus berlanjut 
dalam sistem e-procurement, dimana hanya pengusaha yang melek teknologi saja 
yang mempu mengikuti proses lelang. 
Kedua adanya saling ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dengan 
pihak swasta. Pihak swasta selalu mengeluh dengan ketertinggalan pemerintah 
dalam aspek manajemen keuangan, pengadopsian teknologi baru, merubah 
prosedur, pelatihan pegawai, dan pembayaran vendor. Keluhan serupa juga 
ditujukan pada e-procurement yang dijalankan pemerintah. Pihak swasta juga 
mengeluhkan lambannya pemerintah daerah mengimplementasikan mandat e-
procurement dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah belum diakuinya 
tandatangan digital di sejumlah Negara bagian. Dalam hal ini, pemerintah balik 
menuduh legislatif yang dinilai membuat peraturan terlalu umum, sehingga 
menyulitkan implementasi. Pejabat pemerintahan yang lain mengemukakan isu 
kerahasiaan dan pertanggungjawaban dari tandatangan digital sebagai dalih belum 
diakuinya legalitas tandatangan digital. Jika swasta selalu mengeluhkan pemerintah, 
sebaliknya pemerintah juga mengeluhkan pihak swasta. Pemerintah mengeluh 
bahwa pihak swasta tidak benar-benar menghargai peran bahwa faktor politik dan 
sosial bermain dalam dunia pembuatan kebijakan publik,  
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Ketiga kemampuan pegawai dalam menjalankan e-procurement. 
Ketidakmampuan pegawai menguasai sistem e-procurement telah memperlambat 
aplikasi e-procurement. Pelatihan kepada pegawai meskipun merupakan salah satu 
solusi, namun memakan biaya yang tinggi. Selain itu, pelatihan pegawai tidak bisa 
hanya dilakukian seperti biasa namun harus menggunakan “people perspective”, 
yaitu pendidikan dan pelatihan harus membuat mereka merasa nyaman dengan 
sistem baru tersebut. 
Reddick, (2004:151) mengemukakan tiga variabel yang menentukan 
pengembangan e-procurement, yaitu kapasitas manajemen, kapasitas IT, dan 
kapasitas anggaran. Negara yang memiliki kapasitas anggaran yang tinggi akan 
kurang terdorong untuk mengembangkan e-procurement karena mereka tidak harus 
menghemat biaya pengadaan barang dan jasa sebab mereka tidak mengalami 
masalah keterbatasan dana. Sebaliknya, Negara yang tertekan anggarannya justru 
terdorong untuk menerapkan e-procurement yang menjanjikan efisiensi dalam 
proses pengadaan barang dan jasa, sebagai salah satu mekanisme menghemat 
sumberdaya. Namun faktor yang paling menentukan pengembangan e-procurement 
adalah kapasitas manajemen. Keberhasilan pengembangan e-procurement sangat 
tergantung pada kinerja manajemen.  Jika pemimpin puncak tidak secara strategis 
mendukung e-procurement, maka pengembangannya akan menghadapi masalah. 
Begitu pula sebaliknya, komitmen yang kuat dari pemimpin puncak dapat 
memudahkan pengembangan e-procurement. Sedangkan dalam faktor kapasitas IT, 
Negara yang telah menghabiskan banyak energinya untuk mengembangkan 
teknologi informasi, akan lebih mudah mengembangkan e-procurement. 
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Sedangkan Moon (2005) mengidentifikasi paling tidak ada empat faktor yang 
dapat mempengaruhi efektifitas pengaplikasian e-procurement, yaitu (1) ukuran 
organisasi pemerintah. Menurut Moon, ukuran organisasi pemerintah yang lebih 
besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengadopsi e-procurement dari pada 
organisasi pemerintah yang berukuran kecil. Hal ini disebabkan organisasi 
pemerintah yang berukuran besar mendapat tekanan yang lebih besar untuk 
mencari alternative dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, ukuran 
organisasi yang besar diasumsikan memiliki sumberdaya yang lebih besar untuk 
melaksanakan alternative yang dipilih. (2) komitmen pejabat tingkat tinggi dalam 
mengembangkan kebijakan penerapan e-procurement. Semakin tinggi komitmen 
otoritas tinggi dalam mengembangkan e-procurement, maka adopsi e-procurement 
akan lebih berhasil. (3) tingkat profesionalisme pengadaan barang. Organisasi yang 
memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, lebih mudah menerima perubahan 
dan cenderung menghargai karakteristik manajerial seperti efisiensi dan efektifitas. 
Ini disebabkan profesionalisme seringkali menyuntikkan nilai dan norma professional 
kedalam budaya organisasi. (4) budaya inovasi dalam pemerintahan. Pemerintahan 
yang lebih aktif  mengimplementasikan berbagai jenis inovasi manajmen mungkin 
lebih menikmati budaya inovasi yang kuat. Karena itu adopsi e-procurement  lebih 
mudah dilakukan dengan tingkat resistensi administrasi yang rendah.  
Sementara menurut Vaidya et.al (2006) mengidentifikasi tiga faktor krusial 
dalam keberhasilan implementasi e-procurement yaitu, (1) faktor human atau 
manusia, yang terkait dengan  perilaku dan kemampuan pegawai dalam 
menjalankan e-procurement. Faktor manusia terdiri dari pelatihan terhadap 
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pengelola dan pengguna, adopsi e-procurement oleh suplier, pemenuhan syarat 
manajemen proyek pada bidang bisnis yang dianggap berhasil, serta dukungan 
manajemen tingkat atas. (2) faktor teknologi, ini terkait dengan pembangunan dan 
penyebaran teknologi e-procurement. Faktor ini terdiri dari integrasi sistem dan 
keamanan serta pembuktian keaslian dokumen digital, dan (3) faktor proses yang 
meliputi perubahan manajemen, penyususnan ulang proses pengadaan barang dan 
jasa, pengukuran kinerja dan strategi implementasi e-procurement. 
Dari beberapa faktor yang dikemukakan para ahli, konferensi Isoneworld 
(2007) mengidentifikasi empat faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi e-procurement di sektor publik, yaitu faktor teknologi, proses, manusia, 
dan peraturan. Faktor teknologi berkenaan dengan software yang melakukan 
otomatisasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, maupun hardware yang 
menyediakan infrastruktur bagi pelaksanaan proses tersebut. Mekanisme teknologi 
yang digunakan meliputi electronic data interchange (EDI), e-tendering, e-MRO dan 
e-informing, e-collaboration, enterprise resources planning (ERP). Faktor kedua 
yaitu menyangkut proses. Proses pengadaan barang dan jasa melibatkan tujuh 
aktivitas utama mulai dari identifikasi kebutuhan hingga analisis manajemen 
informasi yang terkait dengan e-procurement. Dalam proses ini juga perlu 
dipertimbangkan tipe barang dan situasi pembelian pada saat proses lelang 
dilakukan. Faktor ketiga adalah manusia, yaitu individu yang terlibat dalam proses 
pembelian, hubungan antara suplier dan pembeli serta manajemen dari keseluruhan 
sistem. Terakhir, faktor compliance strategy yang berkenaan dengan kebutuhan 
terhadap peraturan dalam e-procurement. Isu-isu yang perlu diatur diantaranya 
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adalah perlindungan data, keamanan informasi, dan control organisasi terhadap 
lingkungan. 
II.2.5. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
Berdasakan Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada pasal 6,para pihak yang 
terkait dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebgai berikut: 
1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai 
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa. 
2. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaandokumen 
pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. 
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. 
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait, 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 
barang/jasa. 
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan 
negara dalam pengadaan barang/jasa. 
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan negara. 
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8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau 
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari siapa dan 
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa.  
II.2.6. Tujuan dan Manfaat Penerapan E-Procurement 
Keuntungan e-procurement tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi 
penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat 
dikomunikasikan dengan cepat kepada penyedia-penyedia jasa. Secara umum 
tujuan dari penerapan e-procurement yaitu untuk menciptakan transparansi, 
efesiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui 
media elektronik antara penyedia jasa dan pengguna jasa.  
Demin dalam Joffri (2015:56) menambahkan mengenai tujuan e-procurement 
yaitu memperbaiki tingkat layanan kepada para users dan mengembangkan sebuah 
pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan 
tersebut, serta mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses 
pengadaan. Singk dalam Joffri (2015:57) menyebutkan ada beberapa tujuan secara 
umum dari penerapan e-procurement, yaitu: (1) mengurangi waktu pelaksanaan 
pengadaan, (2) meningkatkan akses kepada supplier untuk memastikan perluasan 
partisipasi, (3) mengurangi biaya pengadaan melalui competitive bidding dan 
reverse auctioning, (4) menghilangkan sistem kartel oleh supplier group. (5) 
meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, (6) hampir menghilangkan 
paperwork untuk meningkatkan  kecepatan dalam fungsi efisiensi. 
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The Asian Development Bank menyebutkan tiga tujuan e-procurement yaitu: 
(1) Governance dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, (2) 
Effectiveness meliputi efisiensi dan value for money, (3)Balance Development 
melalui competiveness, business development, dan  regional development. 
Sementara itu berdasakan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 107 tujuan dari 
penerapan e-procurement yaitu: Pertama meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas; Kedua meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 
Ketiga memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; Keempat mendukung 
proses monitoring dan audit; Kelima memenuhi kebutuhan akses informasi yang real 
time. 
Manfaat penerapan e-procurement adalah sebagai berikut: 
a. Efektif dan Efisien 
Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan cara e-procurement 
dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan 
pengadaan secara konvensional. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk 
pengadaan barang dan jasa secara konvensional adalah tiga puluh enam hari 
sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa secara e-procurement hanya 
berkisar dua puluh hari. Hal ini dikarenakan dengan sistem elektronik, proses 
pengumuman pengadaan, penawaran, seleksi dan pengumuman pemenang 
dapat dilakukan dengan lebih cepat. 
Selain waktu yang bisa lebih cepat e-procurement juga bisa menghemat 
anggaran, karena dapat mengurangi biaya konsumsi rapat maupun pengadaan 
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dokumen dan terutama adalah dari adanya selisih antara pagu anggaran dengan 
harga penawaran. 
Penghematan lainnya adalah berkurangnya penggunaan kertas kerja 
(paperless) dan juga kecepatan waktu realisasi barang dan jasa. Dengan adanya 
efisiensi, belanja publik dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.   
b. Terjadi Persaingan Yang Sehat dan Non Diskriminatif 
Terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha akan mendukung 
iklim investasi yang yang kondusif secara nasional. Dengan pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif akan 
mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di setiap wilayah dimana 
pengadaan barang dan jasa dilakukan. Tidak ada pengaturan pemenang lelang 
serta hilangnya sistem arisan antar pelaku usaha, pelaku usaha besar tidak akan 
menekan pelaku usaha kecil untuk tidak berpartisipasi dalam tender, serta 
pelaku usaha di semua tingkatan tidak dapat menekan lembaga pemerintah 
untuk memenangkannya dalam tender. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu 
sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara 
panitia dengan penyedia barang dan jasa. Pelaku usaha yang unggul dalam 
melakukan efisiensi terhadap seluruh aktifitas operasional usahanya akan 
mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara umum sistem e-procurement 
menuntut penyedia barang dan jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi, 
sementara disisi lain juga dituntut untuk menghasilkan output yang berkualitas. 
Kondisi semacam ini merupakan cirri yang diterapkan pada persaingan yang 
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sehat dan akan mendukung iklim investasi yang kondusif bila e-procurement 
diterapkan secara konsisten ditingkat nasional. 
Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka e-
procurement juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi UKM dan 
pelaku bisnis local tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup. Dengan e-
procurement telah mambawa perubahan besar pada sistem kerja dan 
mekanisme pelelangan. 
c. Transparan dan Akuntabel 
Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan 
yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan 
akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik 
khususnya dalam penggunaan sumber daya yang berkaitan langsung dengan 
kepentingan publik. Adanya transparansi memberikan jaminan pada masyarakat 
adanya persebaran informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan 
stakeholders untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan semakin menjadi 
tuntutan bagi pemerintah daerah, salah satu aspek penting dalam transparansi 
adalah menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan tender proyek yang 
dibiayai oleh APBN atau APBD. Keterbukaan dalam tender proyek merupakan 
isu penting di daerah, mengingat salah satu dari sasaran pencapaian 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah terbentuknya iklim 
kerjasama yang kondusif antara pemerintah dengan sektor swasta untuk 
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meningkatkan investasi di daerah. Peran sektor swasta semakin besar dalam 
pembangunan di daerah, swasta akan menjadi motor penggerak pembangunan 
roda perekonomian daerah yang penting. Oleh karena itu pemerintah daerah 
harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah yang ditandai 
dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang efisien dan transparan bagi 
kalangan dunia usaha di daerah. 
Penerapan e-procurement selain dapat menghemat anggaran Negara, 
juga lebih transparan dan akuntabel sehingga sangat efektif untuk mencegah 
terjadinya praktek KKN. Sistem ini telah mengurangi peran orang-orang yang 
terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan 
administrasi lelang yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kolusi. 
Melalui e-procurement, peserta tender tidak perlu datang berkali-kali 
karena semua bisa dilihat dan transaksi di internet. Sistem ini mengurangi tatap 
muka antara peserta tender dengan panitia lelang sehingga kecurigaan 
terjadinya kecurangan dapat dihindari. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu 
sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara 
panitia dan penyedia barang dan jasa. 
d. Lebih Aman 
Dengan e-procurement akan mampu menjaga faktor kerahasiaan 
dokumen penawaran antar vendor atau penyedia barang dan jasa dengan 
support sistem enkripsi dari Lembaga Sandi Negara. Sistem pengamanan file 
dokumen elektronik dilakukan dengan algoritma sandi. 
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Proses digitalisasi e-procurement juga ditekankan pada keamanan data 
yang mengacu pada convidentiality, integrity, aviliability, authentication, non 
repudiation dan access control. File yang telah terenkripsi tidak akan bisa dibuka 
sebelum tanggal yang ditetaokan terlebih lagi jika kunci harus dibuka oleh lebih 
satu orang panitia secara pengamanan dalam e-procurement bisa dilakukan 
pada dua hal yaitu, (1) pengamanan data atau informasi (enskripsi) yang harus 
di upgrade dan dievaluasi setiap tahun, dan (2) pengamanan jaringan melalui 
firewall. 
II.2.7. Gambaran Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
Pengaturan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang berubah menjadi peraturan 
presiden (Perpres) merupakan bagian dari usaha penyelenggaraan pemerintah yang 
menjunjung integritas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat 
yang dilakukan oleh para penyedia/rekanan. Untuk mencapai good governance and 
clean government, perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diadakan 
beberapa kali perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hokum 
atas beberapa poin strategis yang belum diatur sebelumnya sehingga nantinya 
mampu menutup celah tindak pidana korupsi. 
Diawali dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang mengemas pengaturan PBJ. Ditindaklanjuti dengan perpres no. 35 
tahun 2011 sebagai perubahan pertama Perpres no. 54 tahun 2010 mengubah 
ketentuan pasal 44. Perubahan tersebut menambahkan poin yang mengatur tentang 
penunjukan langsung pekerjaan jasa konsultasi dibidang hukum.  
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Kemudian dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara sebagai 
upaya  percepatan pembangunan, diadakan perubahan melalui Perpres No. 70 
tahun 2012. Perpres tersebut melakukan perubahan terhadap 70 (tujuh puluh) 
ketentuan baik pasal maupun penjelasan pasalnya. Pada tahun 2014, lahirlah 
Perpres No. 172 Tahun 2014. Perubahan dilakukan dengan menambahkan huruf d.1 
pada ayat (5) Pasal 38 tentang kegiatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan 
intelejen atau perlindungan saksi, sebagai kriteria keadaan tertentu yang 
memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia 
barang/pekerjaan konstruksi jasa. 
Diawal tahun 2015, pengadaan barang/jasa Indonesia mendapatkan kejutan 
dengan dikeluarkannya Perpres No. 4 Tahun 2015 sebagai Perubahan keempat 
atas Perpres No. 54 tahun 2010/ Poin penting perubahan yang dilakukan antaranya 
adalah perubahan definisi LKPP dan Pejabat Fungsional Pengadaan, penambahan 
penunjukan langsung pada poin tugas pokok dan kewenangan pejabat pengadaan, 
merampingkan persyaratan pajak untuk penyedia, menambahkan aturan tentang 
persyaratan pajak untuk penyedia, menambahkan aturan tentang persyaratan pajak 
untuk metode pengadaan langsung. Perpres ini diharapkan  dapat mengatasi 
beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan 
jasa. salah satu poin penting selain yang telah disebutkan sebelumnya adalah 
diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pejabat pengadaan untuk 
melaksanakan pengadaan dengan cara e-purchasing. 
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II.3. Kerangka Pemikiran 
 Efektivitas pelaksanaan program e-procurement dapat terlaksana apabila 
unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksaan 
program e-procurement di Kabupaten Tana Toraja. 
 Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program e-
procurement di Kabupaten Tana Toraja, maka penulis menggunakan pendekatan 
sasaran yang dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini. Pendekatan 
sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi 
dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. 
Pendekatan sasaran mencoba mengukur sejauhmana organisasi berhasil 
merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual yang akan menjadi 
acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 Kerangka Pikir 
 
 
E-PROCUREMENT 
Efektivitas Pelaksanaan  
E-Procurement 
Pendekatan Sasaran menurut Martani dan Lubis: 
Sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement 
dilihat dari sejauhmana tingkat keberhasilan 
organisasi dalam mencapai sasaran e-Procurement. 
Tujuan E-procurement berdasarkan Perpres 
No.54 Tahun 2010: 
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 
yang sehat; 
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; 
4. Mendukung proses monitoring dan audit; 
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real 
time. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan data yang dikumpulkan 
umumnya bersifat kualitatif untuk  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  
diteliti  sehingga  memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam  
rangka untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program pengadaan 
barang dan jasa berbasis elektronik atau e-Procurement di Kabupaten Tana Toraja. 
 Menurut Sogiyono (2005:1) penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya 
adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 
generalisasi. 
III.2. Unit Analisis 
 Unit  analisis  penelitian  ini  adalah  organisasi,  yakni Unit Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Toraja sebagai unit yang 
melayani dalam penyediaan dan pengelolaan sistem dan aplikasi e-Procurement, 
serta untuk lebih menguatkan hasil penelitian juga dilakukan penelitian pada Unit 
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Layanan Pengadaan (ULP) sebagai unit yang melakukan teknis pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. Penentuan unit  analisis  ini untuk mengetahui  bagaimana  
efektivitas pelaksanaan  e-Procurement di Kabupaten Tana Toraja. 
III. 3. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015. 
Fokus dalam penelitian ini adalah pencapaian efektivitas dalam pengadaan barang 
dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja melalui pendekatan sasaran 
yang melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten 
Tana Toraja dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran e-
Procurement. Pengukuran efektif atau tidaknya pelaksanaan e-Procurement dapat 
dilihat dari indikator tujuan yang tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010, yaitu: 
1. Transparansi dan akuntabilitas; 
Pelaksanaan e-Procurement dikatakan efektif apabila transparan yang berarti 
semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat 
jelas serta dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa serta oleh 
masyarakat pada umumny. Serta akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan 
dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan.  
2. Akes pasar dan persaingan usaha yang sehat; 
Pelaksanaan e-Procurement dikatakan efektif apabila proses e-Procurement 
melibatkan pelaku pasar didalamnya dan persaingan didalamnya berlangsung 
dengan baik. 
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3. Tingkat efisiensi proses pengadaan; 
Pelaksanaan e-Procurement dikatakan efektif apabila dengan penerapan 
program ini pengadaan barang dan jasa menggunakan dana dan daya yang 
minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah 
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil 
dan sasaran dengan kualitas yang maksimum 
4. Proses monitoring dan audit; 
Pelaksanaan e-Procurement dikatakan efektif apabila publik dapat memantau 
proses pengadaan barang dan jasa ini dan apakah proses auditnya terlaksana. 
5. Kebutuhan akses informasi yang real time; 
Pelaksanaan e-Procurement dikatakan efektif apabila publik dengan mudah 
mendapatkan informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa di 
Kabupaten Tana Toraja. 
III.4. Tipe Penelitian 
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  yang  berarti  mencoba 
mendeskripsikan  dan menggambarkan  secara  umum  tentang masalah  yang  di 
teliti mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten 
Tana Toraja. 
III.5. Narasumber atau Informan 
Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja ini memerlukan informan yang 
mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti 
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guna memperoleh data dan informasi yang akurat, serta informasi yang diambil 
dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui 
atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Informan yang diambil dengan 
maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memilki 
pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang 
objek penelitian, oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, 
maka informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
3. Penyedia Barang dan Jasa 
4. Pengguna Barang dan Jasa 
III.6. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, 
yaitu: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara dengan informan dan melalui observasi atau pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature yang 
berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain 
laporan-laporan, arsip, dokumen, serta dari berbagai kepustakaan yang relevan. 
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III.7. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Pengertian observasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengamatan 
atau peninjauan secara cermat. Sementara itu menurut Alwasilah C (2003:211) 
menyatakan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan 
terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan 
reliabilitas 
Bungin (2007:115), observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 
Sedangkan Margono (2005:158), observasi adalah pengamatan dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dapat 
disimpulkan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang 
diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data 
yang diperlukan dalam penelitian.  
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.  
III.8. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif 
kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung 
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dan ditunjang dengan data sekunder. Data kemudian dikelompokkan agar lebih 
mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah 
dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah 
dimengerti. Setelah itu enulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat 
menjawab pokok permasalahan penelitian. 
 Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-
langkah (Sugiyono 2005) sebagai berikut: 
a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi langsung. 
b. Reduksi data 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk 
memilih informasi mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan masalah 
penelitian. 
c. Penyajian data 
Setelah data direduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah penyajian data. 
Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun 
dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini 
peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 
dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan 
dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk 
memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 
mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah 
yang penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. 
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d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan 
melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 
sehingga data-data yang teruji validitasinya. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Deskripsi Kabupaten Tana Toraja 
IV.1.1 Kondisi Geografis 
Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang 
beribu kota di Makale. Secara geografis terletak di bagian utara provinsi Sulawesi 
Selatan yaitu antara 2 º-3 º lintang selatan dan 119 º-120 º bujur timur dengan luas 
tercatat 2.054,30 km². Adapun batas-batas wilayah kabupaten Tana Toraja, yaitu : 
 Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat 
 Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu 
 Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
 Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat 
Sedangkan pembagian kecamatan, jumlah lembang serta kelurahan serta 
luas kecamatan adalah sebagai betikut : 
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Tabel 4.1 
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tana Toraja 
 
No 
 
Kecamatan 
 
Jumlah 
Lembang/Kelurahan 
 
Luas Wilayah 
(Km2) 
 
Persentase 
Terhadap Luas 
Kabupaten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Saluputi 
Bittuang 
Bonggakaradeng 
Makale 
Simbuang 
Rantetayo 
Mengkendek 
Sangalla 
Gandangbatu sillanan 
Rembon 
Makale utara 
Mappak 
Makale selatan 
Masanda 
Sangalla selatan 
Sangalla utara 
Malimbong balepe’ 
Rano 
Kurra 
9 
15 
6 
15 
6 
6 
17 
5 
12 
13 
5 
6 
8 
8 
5 
6 
6 
5 
6 
87,54 
163,27 
206,76 
39,75 
194,82 
60,63 
196,74 
36,24 
108,63 
134,47 
26,08 
166,02 
61,70 
134,77 
47,80 
27,96 
211,47 
89,43 
60,50 
4,26% 
7,95% 
10,06% 
1,93% 
9,48% 
2,94% 
9,58% 
1,76% 
5,29% 
6,55% 
1,27% 
8,08% 
3,00% 
6,56% 
2,33% 
1,36% 
10,29% 
4,35% 
2,95% 
Jumlah 159 2054,30 100% 
 
 Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Secara administrasif, kabupaten Tana Toraja meliputi 19 kecamatan, 112 
lembang dan 47 kelurahan. Kecamatan malimbong balepe’ adalah kecamatan 
terluas di Kabupaten Tana Toraja dengan luas wilayah 211,47 km² atau sekitar 
10,29 persen dari seluruh wilayah kabupaten Tana Toraja. Sedangkan kecamatan 
Makale utara merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil di kabupaten Tana 
Toraja dengan luas wilayah 26,08 km² atau sekitar 1,27 persen dari luas wilayah 
kabupaten Tana Toraja secara keseluruhan. 
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IV.1.2 Kependudukan 
Jumlah penduduk kabupaten Tana Toraja pada tahun 2015 berjumlah 
228.984 jiwa, meningkat sekitar 1.426 jiwa dari tahun 2014 yang berjumlah 227.588 
jiwa. 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja 
 
No. 
 
Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 
2010 2014 2015 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Bonggakaradeng 
Simbuang 
Rano 
Mappak 
Mengkendek 
Gandang batu sillanan 
Sangalla 
Sangalla Selatan 
Sangalla Utara 
Makale 
Makale Selatan 
Makale Utara 
Saluputti 
Bittuang 
Rembon 
Masanda 
Malimbong Balepe 
Rantetayo 
Kurra 
6883 
6082 
6040 
5586 
27206 
19234 
6600 
7360 
7323 
33731 
12393 
11762 
7439 
14486 
18088 
6176 
8925 
10626 
5141 
7026 
6331 
6204 
5746 
27769 
19701 
6791 
7549 
7518 
34744 
12811 
12064 
7614 
14771 
19670 
6546 
9387 
11029 
5317 
7109 
6366 
6237 
5801 
27842 
19796 
6828 
7591 
7558 
34993 
12898 
12120 
7653 
14886 
18763 
6607 
9495 
11089 
5352 
Jumlah 221081 227588 228984 
Sumber: Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015), 2016 
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 Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak 
berada di kecamatan Makale yaitu sebanyak 34993 jiwa dan jumlah penduduk 
terkecil berada di kecamatan Kurra yakni sebanyak 5352 jiwa.  
IV.2 Deskripsi E-Procurement Di Kabupaten Tana Toraja 
IV.2.1 Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LPSE) 
 Dalam rangka meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis 
elektronik yang lebih baik di Kabupaten Tana Toraja, maka berdasarkan Peraturan 
Bupati Nomor 06 Tahun 2013 dibentuklah Organisasi Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik seperti pada gambar dibawah ini: 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Toraja 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
Sumber Data : LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
UNIT LAYANAN DAN 
DUKUNGAN 
UNIT ADMINISTRASI 
SISTEM ELEKTRONIK 
UNIT REGISTRASI DAN 
VERIFIKASI 
KEPALA LPSE 
SEKRETARIAT 
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 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tana Toraja bersifat ad-
hoc di Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Adapun tugas dari tim pengelola 
LPSE Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja; 
2. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ ULP dan 
Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procurement; 
3. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan 
Penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerjanya; 
4. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (Helpdesk) yang 
melayanai Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa yang 
berkaitan dengan sistem e-Procurement; 
5. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses 
pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk 
kepentingan audit; 
6. Melakukan ketatausahaan unit LPSE; 
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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IV.2.2 Pelaku E-Procurement 
Dalam pelaksanaan sistem e-Procurement, ada beberapa pelaku atau aktor 
yang berperan demi kelancaran pengadaan barang/jasa berbasis elektronik ini, 
yaitu: 
1. Publik, yaitu badan usaha atau perusahaan yang berminat utnuk menjadi 
peserta lelang; 
2. PPE (Pusat Pelayanan Elektronik), yaitu pejabat yang bertugas untuk 
menangani pendaftaran publik menjadi rekanan; 
3. Certificate Authority (CA), bertugas untuk memberikan jaminan keamanan 
baik kepada rekanan maupun panitia. CA juga memberikan kepastian bagi 
rekanan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka 
oleh panitia sebelum tanggal yang ditentukan. Untuk saat ini LPSE pusat 
bekerja sama dengan lembaga sandi Negara untuk mengembangkan CA; 
4. Agency, yaitu institusi yang ikut dalam LPSE Nasional (misalnya kementrian 
Negara dan pemerintah provinsi); 
5. Verifikator, yaitu pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik 
menjadi rekanan; 
6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan) adalah 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan barang dan jasa; 
7. Panitia, yaitu tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/jasa disetiap instansi yang akan melakukan pengadaan 
barang/jasa. Tugas-tugasnya antara lain: menyusun lelang dan mengupload 
dokumen lelang, meminta persetujuan PPK atas klarifikasi lelang, melakukan 
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Aanwijzing, membuat Addendum (jika ada revisi dokumen lelang), 
mendwonload dokumen lelang, melakukan evaluasi dokumen penawaran, 
dan mengusulkan calon pemenang; 
8. Rekanan/penyedia barang dan jasa adalah peserta lelang yang ikut 
berpartisipasi sebagai peserta lelang. Tugasnya antara lain melakukan 
registrasi, mengirim kualifikasi perusahaan, mendaftar lelang dan 
mendwonload dokumen lelang, mengirim pertanyaan (jika perlu saat 
Aanwijzing), mengupload dokumen penawaran, dan member sanggahan jika 
perlu. 
Dalam proses pelaksanaan lelang, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat 
Pelaksanaan Kegiatan (PPK) sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan barang dan jasa mempunyai tugas dan wewenang sangat besar. 
Dalam aplikasi layanan Pengadaan Secara Nasional, PPK mempunyai wewenang 
untuk menetapkan paket yang akan dilelang. Setelah paket lelang dibuat oleh 
penitia, PPK juga mempunyai wewenang untuk menyetujui atau menolak lelang 
yang telah dibuat oleh panitia. Kemudian, setelah lelang berjalan, PPK juga 
mempunyai wewenang untuk turut serta dalam memberikan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekanan sehubungan dengan lelang dan 
memberikan tanggapan-tanggapan terhadap sanggahan-sanggahan, baik 
sanggahan hasil evaluasi maupun sanggahan hasil lelang. 
PPK tidak perlu melakukan persetujuan terhadap hasil evaluasi, PPK hanya 
perlu melakukan evaluasi terhadap hasil akhir atau usulan pemenang lelang. PPK 
mempunyai wewenang untuk menetapkan pemenang dari suatu lelang yang telah 
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diusulkan oleh panitia serta mempunyai wewenang untuk membuat Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bagi rekanan yang memenangkan 
lelang. 
IV.2.3 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik 
Secara umum tahap proses aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu: 
1. Pendaftaran rekanan. Untuk mengikuti lelang melalui aplikasi Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar 
untuk menjadi rekanan. Proses pendaftaran untuk menjadi rekanan ini 
melibatkan publik (perusahaan yang akan menjadi rekanan), PPE (Pejabat 
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik), dan 
Certificate Agent. 
2. Persiapan lelang. Dalam persiapan lelang, terdapat kegiatan pembentukan 
panitia lelang, pembuatan lelang, dan pengumuman lelang kepada rekanan 
melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan 
Agency, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). 
3. Lelang. Proses lelang dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain: 
a. Pascakualifikasi.  
Lelang metode pascakualifikasi dengan satu file melibatkan rekanan, 
panitia, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan 
(PPK). Alur proses lelang metode pascakualifikasi dengan satu file. 
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b. Prakualifikasi dengan dua file.  
Lelang metode prakualifikasi dengan dua file melibatkan rekanan, panitia, 
dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). Alur 
proses lelang metode prakualifikasi dengan dua file. 
c. Prakualifikasi dengan dua tahap 
Lelang metode prakualifikasi dengan dua tahap melibatkan rekanan, 
panitia, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan 
(PPK). Alur proses lelang prakualifikasi dengan dua tahap. 
IV.2.4 Sistem Aplikasi e-Procurement 
E-procurement adalah suatu mekanisme proses pengadaan barang dan jasa 
dengan memanfaatkan fasilitas internet. Dalam implementasinya, aplikasi ini telah 
menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa 
seperti usulan pengadaan, pengajuan kebutuhan, pengambilan dokumen lelang dan 
pengiriman dokumen lelang, serah terima barang dan jasa, berita acara dan 
manajemen vendor. Melalui implementasi e-Procurement diharapkan tercipta 
efisiensi waktu dan biaya pengadaan dan tetap mendapatkan barang dan jasa 
dengan kualitas terbaik. 
Aplikasi e-Procurement ini menyiapkan berbagai model sistem pengadaan 
barang dan jasa, seperti penunjukan langsung, pemilihan langsung, perbandingan 
harga, pelelangan atau seleksi umum, dan pengadaan rutin. 
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Gambar 4.2 
Aplikasi SPSE pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
 
Sumber Data: LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi SPSE yang membantu proses 
pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik adalah: 
1. Pencarian informasi lelang, melalui fitur ini pengguna dapat mencari 
informasi lelang berdasarkan kategori pengadaan, LPSE 
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propinsi/kota/kabupaten, hps, pagu, kualifikasi, metode evaluasi, metode 
pengadaan, dan metode kualifikasi. 
2. Daftar hitam. Dengan fitur ini pengguna dapat mengetahui atau mencari 
informasi tentang daftar hitam penyedia di seluruh indonesia. Bagi penyedia 
yang masuk daftar hitam, secara otomatis tidak bisa mengakses aplikasi 
spse tersebut. 
3. Berita pengadaan. Melalui fitur ini pengguna dapat mengetahui atau mencari 
informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
4. Daftar LPSE. Melalui fitur ini pengguna dapat mengetahui informasi LPSE di 
seluruh indonesia. Juga dapat menampilkan peta selebaran LPSE di seluruh 
indonesia. 
5. Login. Fitur ini terintegrasi dengan andp dan adp, seluruh pengguna sudah 
terdaftar di spse dapat melakukan login di inaproc. 
6. Aplikasi e-procument lainnya, pengguna yang sudah login (ulp, pejabat 
pengadaan, ppk, penyedia), dapat mengakses aplikasi e-procument lainnya 
tanpa harus login kembali di aplikasi tersebut (single sign on). 
7. Unduh. Dengan fitur ini pengguna dapat mengunduh template sbd, softcopy 
peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan aplikasi 
pendukung lainnya. 
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan 
dengan e-Tendering dan e-Purchasing. 
1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa 
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yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali 
penawaran sampai dengan waktu yang tel,ah ditentukan. 
2. E-Puchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sitem 
catalog elektronik. 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dikembangkan oleh Pusat 
Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa-BAPPENAS pada tahun 2006 
sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh 
Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu 
server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat http://www.pengadaannasional-
bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas.  
Pada bulan desember 2007, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden 
Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP). Lembaga ini merupakan pemekaran pusat pengadaan yang sebelumnya 
berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut 
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, 
termasuk didalamnya pengembangan dan implementasi electronic government 
procurement. LKPP dalam pengembangan SPSE bekerjasama dengan Lembaga 
Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsitem audit. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada kantor 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Unit Layanan Pengadaan, penerima barang 
dan jasa serta penyedia barang dan jasa, maka adapaun hasil penelitian dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
V.1 Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Elektronik di Kabupaten 
Tana Toraja 
Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena 
menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas 
pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja dapat 
diukur dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Martani dan 
Lubis. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada pendekatan sasaran 
yang melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten 
Tana Toraja dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran e-
Procurement. Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat 
keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan 
membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah 
dicapai. Jika hasil pekerjaan yang telah tercapai sesuai dengan rencana atau target 
maka dapat dikatakan efektif, namun jika hasil yang didapatkan tidak tercapai sesuai 
dengan rencana maka dikatakan tidak efektif. 
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Kebijakan implementasi e-Procurement dilakukan dengan cara 
mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan 
good governance melalui pengadaan barang dan jasa. Penerapan e-Procurement 
dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja 
instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama 
dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. E-procurement juga 
memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan 
mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan 
transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan 
jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Resiko panitia juga 
berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kemungkinan 
prosedur baik disengaja ataupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa 
nyaman dengan bantuan e-Procurement.  
E-procurement juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku 
usaha dengan pemerintah. Jika pada pengadaan secara konvensional, pelaku 
usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah dimasing-masing sektor dan 
mendekati pihak terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, 
maka dengan e-Procurement informasi tersebut sudah tersedia dalam sistem. 
Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui 
sistem e-Procurement meningkat sedangkan frekuensi tatap muka jauh berkurang. 
Kabupaten Tana Toraja mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah secara elektronik pada tahun 2013, sejak dikeluarkannya Peraturan 
Bupati (Perbup) Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit 
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Layanan Pengadaan Kabupaten Tana Toraja, dan Peraturan Bupati Tana Toraja 
Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Toraja.  
Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah analisis sejauh mana efektivitas dari 
penerapan e-Procurement di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2015 melalui 
melalui pencapaian tujuan e-Procurement berdasarkan Perpres 54 tahun 2010. 
V.1.1 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
Salah satu tujuan penerapan e-Procurement di Indonesia adalah 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang dan jasa , termasuk syarat teknis pengadaan, tata cara evaluasi, 
penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia 
barang dan jasa yang berminat dan bagi masyarakat umum pada umumnya. Adanya 
transparansi memberikan jaminan pada masyarakat adanya persebaran informasi 
kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan stakeholders untuk melakukan 
kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian akuntabel berarti harus 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sesuai dengan pengadaan barang dan 
jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan semakin menjadi tuntutan 
bagi pemerintah daerah saat ini, salah satu aspek penting dalam transparansi 
adalah menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan tender proyek baik yang 
dibiayai oleh APBN maupun APBD. Penerapan e-Procurement selain dapat 
menghemat anggaran Negara, juga lebih transparan dan akuntabel sehingga sangat 
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efektif untuk mencegah terjadinya KKN. Sistem ini telah mengurangi peran orang-
orang yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian 
persyaratan lelang yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya praktek KKN. 
Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan 
meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang dan jasa. 
Gambar 5.1  
Informasi Lelang dalam LPSE Tana Toraja 
 
Sumber Data: LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Dalam hal transparansi, menurut Muh. Safar, S.STP selaku Kepala LPSE 
Kabupaten Tana Toraja, mengemukakan bahwa: 
“dari segi transparansi, dengan e-Procurement semua 
masyarakat khususnya rekanan dapat mengakses aplikasi SPSE 
untuk mengetahui proses lelang. Melalui Rencana Umum Pengadaan 
(RUP) masyarakat dapat melihat atau mengetahui bagaimana 
anggaran dan bentuk pengadaan yang ada di LPSE Tana Toraja 
mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Dengan demikian tercipta 
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keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa di Tana Toraja.” 
(wawancara Tanggal 8 Agustus 2016) 
 
Sejalan dengan hal tersebut direktur CV. Gama Putra salah satu 
rekanan/penyedia barang dan jasa, mengemukakan bahwa: 
“dengan sistem e-Procurement proses pengadaan barang dan 
jasa sudah transparan, karena pengadaan atau pelelangan barang 
dan jasa telah dilakukan secara terbuka. Semua lelang dapat diakses 
melalui aplikasi yang telah disediakan oleh LPSE, sehingga siapapun 
yang ingin berpartisipasi bisa mengikuti lelang tersebut.” (Wawancara  
Tanggal 13 Agustus 2016) 
 
Gambar 5.2 
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 
 
 
  Sumber Data: LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan e-
Procurement prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat 
terwujud. Melalui e-Procurement semua proses lelang ditampilkan dalam aplikasi 
SPSE sehingga masyarakat secara umum dan khususnya pihak rekanan dapat 
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melihatnya. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, 
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, 
penetapan calon penyedia barang dan jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia 
barang/jasa yang ingin berpartisipasi serta masyarakat secara umumpun dapat 
melihatnya dalam aplikasi. 
Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bayu selaku Staff Hukum Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai penerima barang/jasa 
mengemukakan bahwa: 
“proses lelang dengan sistem e-Procurement saat ini sudah 
berjalan dengan baik. Setiap proses lelang terlihat jelas dalam 
aplikasi. Sudah jelas nama pekerjaannya, total nilai pekerjaan dan 
penyedia barang/jasa yang berpartisipasi dalam lelang tersebut 
terlihat dalam aplikasi. Jadi prinsip transparansi sudah terlaksana 
dengan penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini”. 
(Wawancara Tanggal 5 Agustus 2016) 
Selanjutnya dari wawancara dengan direktur PT. Mangun Karsa 
Prima selaku penyedia barang/jasa mengemukakan bahwa: 
 “Dari segi transparansi, dengan sistem elektronik ini ya sudah 
transparan. Karena dengan penerapan e-Procurement ini semua 
informasi mengenai pengadaan barang/jasa sudah ditampilkan dalam 
aplikasi. Persyaratan pelelangan pun sudah jelas dalam aplikasi”. 
(Wawancara Tanggal 18 agustus 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan penerapan 
pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini sudah dapat meningkatkan dan 
memperlihatkan prinsip transparansi. Melalui aplikasi SPSE informasi mengenai 
pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tana Toraja dapat diketahui 
69 
 
atau dilihat secara langsung oleh masyarakat luas. Proses pelelanganpun dapat 
masyarakat lihat melalui aplikasi.  
Kemudian dari segi akuntabilitas, setiap pegawai yang terlibat dalam proses 
pengadaan baranng dan jasa pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus sesuai 
dengan aturan yang ada. Sikap integritas sangat dituntut dari para pegawai 
sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang baik 
dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  
Sejalan dengan hal tersebut Muh. Safar, S.STP selaku Kepala LPSE 
mengemukakan bahwa: 
“LPSE saat ini masih bersifat add-hoc. Add-hoc hanya bersifat 
kegiatan bukan sebuah SKPD tersendiri atau bukan lembaga 
tersendiri yang memang pegawainya paten. Kami add-hoc artinya 
punya tugas utama disuatu SKPD, kami hanya diperbantukan di 
LPSE. Namun walaupun demikian kami tetap berusaha semaksimal 
mungkin untuk melaksanakan tugas ini. LPSE sebenarnya sudah 
menyampaikan prosedur kerja melalui sistem. Jadi siapa saja yang 
membutuhkan kami silahkan hubungi kami, kami akan memandunya 
baik itu melalui telepon, email atau langsung bertemu dengan kami”. 
(Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016) 
 Kemudian dari hasil wawancara dengan Risliana Pangloa, S.T, M.T selaku 
kepala UPL mengemukakan bahwa: 
“Secara proses untuk pengadaan barang dan jasa tentu tidak 
ada yang sempurna, namun kami telah dan akan melaksanakan 
tugas kami dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan 
pelayanan yang baik. Para pegawai di ULP sudah bekerja sesuai 
dengan SOP sekitar 80%. Dan kami akan tetap meningkatkan kinerja 
kami”. (Wawancara Tanggal 25 juli 2016) 
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai yang 
terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah 
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menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya walaupun masih ada kelemahan-
kelemahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Walaupun dengan 
status Add-hoc setiap pegawai berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal demi terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang baik.  
Dari hasil wawancara dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa dari 
pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Tana Toraja telah menunjukkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dapat dilihat secara langsung oleh semua masyarakat melalui aplikasi 
SPSE yang telah disiapkan oleh LPSE. Dan juga setiap pegawai yang bertugas dan 
bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini telah 
menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dan mereka tetap 
meningkatkan kinerja mereka demi pelaksanaan pemerintahan yang semakin baik. 
V.1.2 Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 
Tujuan yang selanjutnya dari penerapan e-Procurement ini menurut Perpres 
Nomor 54 tahun 2010 adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 
yang sehat. Terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha akan mendukung 
iklim investasi yang kondusif secara nasional. Dengan pengadaan barang dan jasa 
yang lebih transparan, fair dan partisipatif akan mendukung persaingan usaha yang 
semakin sehat disetiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa tersebut 
dilaksankan. Secara umum sistem e-Procurement menuntut penyedia barang dan 
jasa berlomba untuk melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga menghasilkan 
output yang berkualitas. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku 
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usaha, maka e-Procurement juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi 
UKM dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Safar, S.STP selaku Kepala 
LPSE, mengemukakan bahwa: 
“dengan e-Procurement ini semua penyedia barang dan jasa 
dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses LPSE Tana Toraja dan 
bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 
sepanjang dia memiliki user id dan password yang sudah teragregasi 
di Inaproc. Jumlah rekanan yang terdaftar dalam LPSE Kabupaten 
Tana Toraja hingga tanggal 8 Agustus 2016 ada 1.524. Jadi dalam 
waktu 3 tahun penerapan e-Procurement ini partisipasi dari rekanan 
sangat meningkat”.  (Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016) 
 Kemudian wawancara dengan Risliana Pangloa, S.T, M.T selaku kepala ULP 
mengemukakan bahwa: 
“setelah penerapan e-Procurement di Tana Toraja partisipasi 
dari rekanan meningkat. Karena proses pengadaan sudah berbasis 
elektronik sehingga semua penyedia barang/jasa di seluruh Indonesia 
bisa berpartisipasi. Pihak penyedia barang/jasa juga tidak perlu lagi 
ke kantor untuk mendapatkan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa serta untuk membawa dokumen pelelangan. Mereka 
hanya perlu login ke aplikasi SPSE”. (Wawancara Tanggal 25 Juli 
2016) 
hal yang samapun dikemukakan oleh direktur CV. Buntu Rongko sebagai 
salah satu penyedia barang/jasa, bahwa: 
“dengan penerapan e-Procurement ini seluruh rekanan baik 
yang berdomisili di Tana Toraja maupun yang berada di luar Tana 
Toraja bisa mengikuti lelang yang diadakan oleh LPSE Tana Toraja. 
Karena setiap proses pelelangan sudah menggunakan sistem aplikasi 
jadi pihak penyedia barang dan jasa tidak perlu lagi repot-repot ke 
kantor untuk mencari informasi pengadaan begitupun untuk 
memasukkan dokumen penawaran. Kami tinggal mengakses 
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aplikasinya di rumah. Jadi tentu tingkat partisipasi dari penyedia 
barang/jasa meningkat”. (Wawancara Tanggal 13 Agustus 2016) 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan penerapan 
sistem elektronik pengadaan barang dan jasa telah meningkatkan akses bagi para 
penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 
kabupaten Tana Toraja sekalipun mereka berada di luar Tana Toraja. Penyedia 
barang/jasa pun tidak perlu ke kantor untuk mencari informasi pelelangan ataupun 
membawa dokumen pelelangan, semua sudah memakai sistem aplikasi. Jadi untuk 
mendapatkan informasi penyedia barang/jasa hanya perlu mengkasesnya lewat 
website LPSE begitupun untuk memasukkan dokumen penawaran. 
Selanjutnya hasil wawancara dengan direktur CV. Brilliant Teknik salah satu 
penyedia barang/jasa mengemukakan bahwa:  
“dengan penerapan e-Procurement ini semua penyedia 
barang/jasa memiliki kesempatan untuk ikut dalam lelang pengadaan 
barang dan jasa yang dilakukan oleh LPSE Tana Toraja. Namun yang 
menjadi keluhan teman-teman penyedia barang/jasa adalah syarat 
kualifikasi lelang yang biasanya sulit dipenuhi. Misalnya saja Surat 
Keterampilan (SKT) pertukangan, keterampilan pasang batu. Bagi 
perusahaan kecil banyak yang belum memiliki atau dapat memenuhi 
persyaratan seperti itu. Jika persyaratan seperti itu diperuntukkan 
bagi pelelangan besar wajar saja, namun klau untuk pelelangan kecil 
mungkin tidak perlu menggunakan syarat kualifikasi seperti itu”. 
(Wawancara  Tanggal 18 Agustus 2016) 
Hal yang sama dikemukakan oleh direktur dari PT. Mangun Karsa Prima 
selaku penyedia barang/jasa, bahwa: 
“persyaratan yang diberikan oleh panitia biasanya terlalu 
banyak yang sebenarnya tidak perlu. Mereka memberikan syarat 
kualifikasi yang terlalu ketat padahal dalam aturan hal itu tidak perlu. 
73 
 
Seolah panitia memberikan persyaratan karena ingin menyaring atau 
membatasi penyedia barang/jasa untuk ikut dalam pelelangan 
tersebut. Sehingga persyaratan yang terlalu banyak itu justru 
mempersulit rekanan untuk ikut berpatisipasi dalam pelelangan”. 
(Wawancara  Tanggal 18 Agustus 2016) 
Hal serupa dikemukakan juga oleh direktur CV. Gama Putra selaku penyedia 
barang/jasa, bahwa: 
“kadang-kadang panitia membuat persyaratan yang bisa 
dipenuhi oleh salah satu peserta yang memang ingin dimenangkan. 
Ada persyaratan yang mudah untuk didapatkan namun ada juga 
persyaratan yang dapat menyulitkan rekanan untuk ikut berpartisipasi 
dalam pelelangan. Bisa saja disini ada permainan oleh pihak panitia. 
Misalnya ada rekanan yang ingin diarahkan untuk dimenangkan, jadi 
sebelum pengumuman lelang rekanan tersebut sudah dihubungi oleh 
panitia untuk mempersiapkan persyaratan yang akan diberikan dalam 
lelang tersebut”. (Wawancara Tanggal 13 Agustus 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan persyaratan-
persyaratan yang diberikan oleh pihak panitia dalam pengadaan suatu barang atau 
jasa dapat mempersulit pihak penyedia barang/jasa. Karena ada saja syarat-syarat 
kualifikasi yang diberikan sulit untuk didapatkan oleh rekanan atau hanya sebagian 
kecil rekanan yang memiliki persyaratan tersebut. Sehingga persyaratan yang 
diberikan itu dapat mengurangi tingkat pastisipasi rekanan dalam lelang.  
Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 56 ayat 11 dengan tegas mengatakan 
bahwa ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan 
ketentuan: a. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi; dan b. tidak 
meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian 
kualifikasi. Dari Perpres ini jelas bahwa proses kualifikasi pengadaan barang dan 
jasa dapat lebih simple dan sederhana sesuai dengan peraturan yang telah ada. 
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Dari hasil wawancara dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa pengadaan 
barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan akses 
pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif. persyaratan yang 
diberikan oleh pihak panitia kadang kala menyulitkan rekanan untuk berpartisipasi 
dalam pelelangan tersebut dan persyaratan yang diberikan bisa saja 
menguntungkan salah satu rekanan untuk memenangkan tender.  
V.1.3 Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 
Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan juga merupakan tujuan dari 
penerapan e-Procurement berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010. Efisiensi 
pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk 
memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya 
yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
barang dan jasa tersebut.  
Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-Procurement dapat 
dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan yang 
dilakukan dengan cara konvensional. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk 
pengadaan barang dan jasa dengan konvensional adalah 36 (tiga puluh enam) hari 
sedangkan apabila dengan cara e-Procurement hanya berkisar 20 (dua puluh) hari. 
Hal ini dikarenakan dengan sistem elektronik, proses pengumuman pengadaan, 
penawaran, seleksi dan pengumuman pemenang dapat dilakukan dengan lebih 
cepat. Disamping waktu yang bisa lebih cepat, penerapan e-Procurement juga bisa 
menghemat anggaran. Karena dapat mengurangi biaya konsumsi rapat maupun 
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pengadaan dokumen dan terutama adalah dari adanya selisih dari pagu anggaran 
dan harga penawaran. 
Sejalan dengan hal efisiensi anggaran Muh. Safar, S.STP selaku Kepala 
LPSE mengemukakan bahwa: 
“Kalau dari segi anggaran dengan penerapan e-Procurement 
ini sangat meningkat efisiennya. Dari laporan efisiensi kami pada 
tahun 2013 kita mengefisienkan anggaran sebesar 6,6%, kemudian 
pada tahun 2014 menjadi 5,1% dan pada tahun 2015 meningkat 
menjadi 15,2%. Jadi penerapan e-Procurement ini telah 
meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah”. (Wawancara Tanggal 
8 Agustus 2016) 
Hal yang sama dikemukakan oleh Johan, S.T selaku Kepala Bagian Bina 
Marga Dinas Pekerjaan Umum sebagai penerima barang/jasa, bahwa: 
 “penerapan e-Procurement sudah cukup meningkatkan 
efisiensi baik itu dari waktu juga untuk anggaran. Kalau dari segi 
anggaran sudah efisien. Kalau dibandingkan dengan pengadaan 
barang dan jasa konvensional dengan e-Procurement ini tingkat 
efisien meningkat”. (Wawancara Tanggal 5 Agustus 2016) 
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Tabel dibawah juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tana Toraja. 
Tabel 5.1 
Efisiesi Anggaran 
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tana Toraja 
 
No. Uraian 2013 2014 2015 
1. 
Jumlah Lelang 
(Paket) 
54 119 116 
2. 
Jumlah Pagu 
(Rp.) 
77.296.805.355 127.936.302.000 180.144.308.150 
3. 
Nilai Pagu Selesai 
(Rp.) 
76.276.316.073 122.906.428.301 176.992.665.600 
4. 
Total Penawaran 
(Rp.) 
69.678.234.220 117.835.613.710 161.819.751.014 
5. 
Selisih Pagu dan 
Penawaran 
(Rp.) 
6.598.081.853 
5.070.814.591 
 
15.172.914.586 
Sumber Data : LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah lelang atau paket 
pekerjaan pada tahun 2013 sebanyak 54 paket pekerjaan kemudian meningkat pada 
tahun 2014 sebanyak 119 paket pekerjaan, namun menurun pada tahun 2015 
menjadi 116 paket pekerjaan. Data tersebut juga menunjukkan data mengenai 
adanya selisih pagu dengan penawaran. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
penghematan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama 
menerapkan sistem e-Procurement. Pada tahun 2013 dengan jumlah paket 
pekerjaan 54 selisih antara nilai pagu dan penwaran adalah 6 Milyar, sementara di 
tahun 2014 dengan jumlah paket pekerjaan 119 telah menghemat anggaran 5 
Milyar, dan pada tahun 2015 dengan jumlah paket pekerjaan 116 telah menghemat 
anggaran 15 Milyar. Pelelangan ini khusus untuk pekerjaan yang bernilai paling 
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rendah Rp. 200.000.000,00. Berdasarkan data tersebut terlihat peningkatan efisiensi 
anggaran dengan penerapan e-Procurement. 
 
Sumber Data : LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Penerapan e-Procurement ini juga bisa meningkatkan efisiensi waktu 
pelelangan dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa konvensional. menurut 
Muh. Safar, S.STP selaku Kepala LPSE mengemukakan bahwa: 
“penerapan e-Procurement ini diharapkan mampu untuk 
meningkatkan efisiensi baik itu dari segi waktu terlebih dari segi 
anggaran. Di Tana Toraja sendiri dengan penerapan e-Procurement 
ini kalau dilihat dari segi waktu, proses pelelangan ini tergantung 
kinerja panitia. Yang jelas sesuai dengan standar pengadaan ada 
yang dua puluh empat (24) hari kerja. Kami LPSE menyesuaikan 
kepada penitia karena yang menjalankan proses pengadaan adalah 
panitia. Namun kadang-kadang terjadi perubahan jadwal dari panitia 
yang disebabkan oleh tidak adanya peserta lelang yang memenuhi 
syarat-syarat yang telah duberikan oleh panitia. Sehingga proses 
pelelangan harus kita ulangi dari awal sehingga waktunya juga harus 
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Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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bertambah. Jadi kami menyesuaikan dengan kerja yang dilakukan 
oleh panitia.” 
 
Gambar 5.4 
Tahap Pelelangan pada LPSE Kabupaten Tana Toraja 
 
Sumber Data: LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
e-Procurement semua proses pelelangan telah dijadwalkan oleh panitia. Namun 
kadang-kadang waktu pelelangan bertambah karena tidak adanya rekanan yang 
memenuhi syarat kualifikasi dari pelelangan tersebut sehingga lelang harus dimulai 
dari awal lagi. 
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Risliana Pangloa, S.T, M.T selaku 
kepala ULP, bahwa: 
“Waktu pelelangan ini tergantung dari jenis lelangnya, rata-
rata lama pelelangan itu 3 minggu sampai 1 bulan. Namun lelang 
biasanya harus diulang karena dari rekanan yang memberikan 
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penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan yang diberikan 
oleh panita. Kitakan mencari yang lulus syarat kualifikasi yang ada 
mulai dari administrasi, teknis, harga penawaran, dan kelengkapan 
dokumen. Kalau ada satu poin yang tidak dipenuhi pelelangan itu 
akan gugur jadi kita harus mengulangi pelelangan”. (Wawancara 
Tanggal 25 Juli 2016) 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pelelangan yang 
harus diulang kembali karena tidak adanya penawar yang memenuhi syarat 
kualifikasi yang diberikan oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Namun 
tanggapan yang berbeda disampaikan oleh pihak rekanan yang turut berpartisipasi 
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tana Toraja. Seperti 
yang disampaikan oleh direktur PT. Mangun Karsa Prima selaku penyedia 
barang/jasa, bahwa: 
“Kalau untuk waktu pelelangan sudah ada jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia, dan kita sebagai rekanan wajib mengikuti 
jadwal tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah pada masa 
pengumuman. Biasa panitia menunda pengumuman pemenang 
lelang”. (Wawancara Tanggal 18 Agustus 2016)  
Juga disampaikan oleh direktur CV. Gama Putra selaku penyedia 
barang/jasa, bahwa: 
“Sebenarnya dari segi waktu pengadaan barang dan jasa 
berbasis elektronik ini belum efisien, karena kadang-kadang ada 
lelang yang memakan waktu lama. Biasa lelang memakan waktu 3 
minggu bahkan sampai 1 bulan. Kalau manurut saya yang menjadi 
kendala mengapa sampai pelelangan memakan waktu lama karena 
jumlah panitia yang minim. Bayangkan saja, misalnya dalam 1 kali 
lelang ada 20 paket pekerjaan, sementara panitia yang bekerja hanya 
ada 3 orang. Kemudian dari 20 paket pekerjaan ini satu paketnya ada 
10 peserta lelang atau penawar yang masuk. Jadi 3 panitia ini harus 
mengevaluasi begitu banyak penawar yang masuk. Waktu yang 
sudah ditetapkan 3 minggu harus berubah karena masalah seperti itu 
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bahkan sampai 1 bulan lebih. Jumlah panitia yang kurang menjadi 
salah satu masalah yang menghambat waktu lelang ini.” (Wawancara 
Tanggal 13 Agustus 2016)  
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa jadwal yang telah ditetapkan 
oleh panitia dalam pengadaan barang dan jasa ini biasanya harus berubah karena. 
Jumlah panitia yang bekerja dalam suatu pelelangan yang minim juga dapat 
menghambat proses pelelangan sehingga waktu pelelangan ini harus berubah. 
Perubahan jadwal pelelangan yang berubah juga dikarenakan tidak adanya rekanan 
yang memenuhi syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia. Namun dibandingkan 
dengan pengadaan barang dan jasa konvensional dengan e-Procurement ini lebih 
mengefisien waktu karena semua proses yang dilaksanakan melalui elektronik jadi 
rekanan tidak perlu lagi datang ke kentor untuk mengetahui jadwal pelelangan.  
Dari hasil analisis dan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
penerapan e-Procurement di kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan efisiensi 
khususnya anggaran terlihat pada tabel efisiensi anggaran di atas. Dengan e-
Procurement dapat membatu rekanan untuk mengetahui proses pelelangan yang 
sedang berlangsung. Proses pengadaan pun berlangsung sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan oleh panitia sehingga pihak rekanan dituntut untuk lebih 
disiplin. 
V.1.4 Mendukung proses monitoring dan audit 
Tujuan lain dari penerapan e-Procurement berdasarkan Perpres Nomor 54 
tahun 2010 adalah mendukung proses monitoring dan audit. Proses monitoring serta 
audit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengadaan 
melalui e-Procurement sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada ataukah 
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justru belum mencapai kesesuaian dalam peraturan. Selanjutnya dari hasil 
monitoring dan audit tersebut akan diketahui kekurangan-kekurangan dan kendala 
yang ada dalam pelaksanaan e-Procurement, sehingga setelah adanya proses 
monitoring dan audit akan dilakukan perbaikan-perbaikan serta pengembangan 
sistem.  
Dari hasil wawancara dengan Muh. Safar, S.STP selaku Kepala LPSE, 
mengemukakan bahwa: 
“dalam e-Procurement ada namanya Auditor, yang sesuai 
dengan SOP ini hanya kami berikan kepada pihak yang berwenang 
atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan audit 
kemudian harus ada surat perintah penugasan. Setelah itu kami akan 
memberikan user name dan password kepada pihak yang berwenang 
tersebut untuk melakukan audit. Jadi proses auditnya ini bukan audit 
umum, kita sesuaikan dengan prosedur yang ada bahwa ada 
lembaga yang mempunyai kewenangan yang berhak melakukan audit 
dalam proses pengadaan barang dan jasa ini. Untuk proses 
monitoring, semua masyarakat dapat meilhat langsung melalui 
website LPSE. Proses lelang ada dalam aplikasi jadi masyarakat 
dapat memantau langsung mulai dari nama paketnya, berapa hpsnya 
dan siapa pemenangnya semua lengkap dalam website LPSE Tana 
Toraja”. (Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016) 
Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Johan, S.T Kepala Bagian Bina 
Marga Dinas Pekerjaan Umum sebagai penerima barang/jasa, bahwa: 
 “Untuk proses monitoring dalam sistem pengadaan 
barang/jasa berbasis elektronik ini semua masyarakat dapat 
memantau atau melihat proses pelelangan melalui aplikasi yang ada. 
Sementara untuk proses audit ada tim khusus yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan audit dalam proses pengadaan barang 
dan jasa ini”. (Wawancara Tanggal 5 Agustus 2016)  
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk mendukung 
proses monitoring dan audit ini dengan penerapan e-procurement semua 
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masyarakat dapat memantau secara langsung proses pengadaan barang dan jasa 
yang sedang berlangsung melalui aplikasi LPSE. Sementara untuk audit ada 
lembaga atau tim khusus yang memiliki kewenangan yang bertanggung jawab untuk 
proses audit.  
Tujuan dilaksanakannya audit pengadaan barang dan jasa untuk mengetahui 
apakah: a). Penugasan, pemilikan, pengurusan, penggunaan dan penatausahaan 
serta pertanggungjawaban anggaran untuk pengadaan barang/jasa telah dilakukan 
secara tertib dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B). Proses 
pengadaan barang/jasa telah memperhatikan aspek kehematan dan prinsip-prinsip 
dasar serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. C). Pengadaan 
barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. 
Dalam aplikasi SPSE telah disediakan sebuah fitur monitoring dan evaluasi 
online yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melihat pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa. Berikut adalah tampilan dari fitur monitoring dan evaluasi online: 
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Gambar 5.5 
Fitur Monitoring dan Evaluasi Online 
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Sumber Data: LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Data analisis dan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
proses monitoring dan audit dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di 
Kabupaten Tana Toraja telah berjalan dengan baik. Dengan pemanfaatan teknologi 
dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol untuk mengurangi praktik-praktik 
KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
V.1.5 Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 
Tujuan yang terakhir dari penerapan e-Procurement berdasarkan Perpres 
Nomor 54 tahun 2010 adalah memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 
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Dengan penerapan e-Procurement informasi mengenai pengadaan barang dan jasa 
dapat diperoleh kapanpun informasi tersebut diperlukan. Pihak manapun bisa 
dengan mudah mengakses kapan saja melalui media internet. Tujuan ini juga 
merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik menjadi 
sarana untuk mengoptimalkan pengawsan publik terhadap penyelengaraan 
pemerintahan.  
dalam UU KIP pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa setiap informasi publik bersifat 
terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. jadi masyarakat 
berhak mengetahui setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 dikemukakan bahwa setiap orang berhak 
memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. lebih 
lanjut pada ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui 
infomasi publik, menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum untuk 
memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui 
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau menyebarluaskan 
informasi publik dengan peraturan perundang-undangan.  
Sehubungan dengan keterbukaan informasi publik Risliana Pangloa, S.T, M.T 
selaku kepala ULP mengemukakan bahwa: 
“semua proses pengadaan yang dilakukan di Kabupaten Tana 
Toraja telah ditampilkan oleh LPSE dalam aplikasi yang ada. Namun 
informasi seperti data-data rekanan tidak ditampilkan karena hal 
tersebut memang dirahasiakan sesuai dengan aturan”. (wawancara 
25 juli 2016) 
 Selanjutnya hal yang sama dikemukakan oleh Muh. Safar, S.STP selaku 
kepala LPSE bahwa: 
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“informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja semuanya bisa dilihat dalam aplikasi. Kami 
selaku LPSE selalu memperbaharui informasi yang ada, sehingga 
masyarakat secara umum dapat mengetahui informasi pelelangan 
yang sedang berjalan”. (wawancara 8 agustus 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi SPSE yang 
ada saat ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses 
pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja. Masyarakat dapat melihat jenis-jenis pengadaan barang dan jasa serta 
tahapan-tahapan yang ada. Juga dapat menegtahui siapa yang memenangkan 
proses tender tersebut. 
Sejalan dengan hal tersebut direktur CV. Kekasih selaku salah satu penyedia 
barang/jasa mengemukakan bahwa: 
“dengan e-Procurement ini kami selaku rekanan telah 
mendapatkan informasi secara real time. Yang menjadi masalah 
hanyalah pada kecepatan sinyal jaringan. Kita kan berada di daerah 
jadi sinyal yang ada kadang-kadang tidak lancar. Jadi itu yang 
kadang-kadang menyulitkan kami rekanan untuk mendapatkan 
informasi”. (Wawancara Tanggal 18 Agustus 2016) 
 Selanjutnya hal yang sama juga dikemukakan oleh direktur PT. Lintas 
Bangun Sarana bahwa: 
 “e-Procurement ini telah membantu panitia untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat khususnya kami selaku rekanan. Kami 
tidak perlu lagi ke kantor untuk mencari tahu informasi pelelangan 
karena semua telah ditayangkan dalam aplikasi yang disiapkan oleh 
LPSE. Kalaupun ada perubahan dari proses pelelangan mereka akan 
mengeluarkan adendum. Yang penting kita memiliki jaringan untuk 
mengakses layanan ini karena menggunakan jaringan internet”. 
(Wawancara Tanggal 24 Agustus 2016) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan e-
Procurement di Kabupaten Tana Toraja telah memberikan informasi yang real time 
kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pihak rekanan. 
Informasi yang real time sangat membatu pihak rekanan dalam pelaksanaan tender 
karena rekanan dapat mengetahui batas-batas waktu dari setiap tahap dari 
pelelangan.  
Dalam aplikasi SPSE ini juga disediakan fitur tanya jawab yang 
memungkinkan masyarakat bertanya mengenai pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di Kabupaten Tana Toraja. Berikut adalah tampilan tanya jawab yang 
ada dalam aplikasi SPSE: 
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Gambar 5.6 
Fitur Tanya Jawab 
 
Sumber Data: LPSE Kabupaten Tana Toraja, 2016 
Dari analisis dan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
dengan penerapan e-Procurement di Kabupaten Tana Toraja, masyarakat dapat 
mengetahui setiap proses pengadaan yang dilaksankan oleh pemerintah. 
Keterbukaan informasi publik pun telah terwujud melalui penerapan e-Procurement 
ini. melalui keterbukaan informasi ini masyarakat telah terlibat dalam pengawasan 
proses pengadaan barang dan jasa yang berlangsung di Kabupaten Tana Toraja. 
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V.2 Pengukuran Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Elektronik di 
Kabupaten Tana Toraja 
Tabel 5.2 
Pengukuran Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Elektronik di 
Kabupaten Tana Toraja 
 
NO 
 
INDIKATOR 
Ukuran Efektivitas  
ALASAN 
Efektif Tidak 
Efektif 
1. Meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas 
Ya  Masyarakat dapat mengetahui 
informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah melalui aplikasi 
SPSE 
2. Meningkatkan akses pasar 
dan persaingan usaha yang 
sehat 
 Tidak Sebagian besar rekanan 
mengeluhkan persyaratan 
yang diberikan oleh panitia 
3. Memperbaiki tingkat efisiensi 
proses pengadaan 
Ya  Dengan penerapan e-
Procurement ini telah 
menghemat anggaran 
pemerintah dalam pengadaan 
barang/jasa dan waktu yang 
dibutuhkan dalam proses 
tender sudah berkurang 
4. Mendukung proses 
monitoring dan audit 
Ya  Fitur-fitur dalam aplikasi SPSE 
telah membantu masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam 
melakukan control terhadap 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah 
5. Memenuhi kebutuhan 
informasi yang real time 
Ya  Masyarakat telah 
mendapatkan informasi yang 
real time tentang pengadaan 
barang/jasa pemerintah 
Sumber Data: Informan Penelitian Penulis, 2016 
 
90 
 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 Kesimpulan  
 Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis 
elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya efektif, diukur berdasarkan pada pendekatan 
sasaran yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana efektivitas pelaksanaan 
e-Procurement dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai 
sasarannya. 
Penulis melihat bahwa pencapaian tujuan dari e-Procurement yang ada 
dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan 
efektivitas, namun akses pasar dan persaingan usaha yang sehat belum efektif. Ada 
5 hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 
1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik di Kabupaten Tana Toraja telah meningkat. Proses pengadaan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat 
melalui aplikasi yang telah disiapkan.  
2. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif, dengan 
pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah memberikan ruang bagi 
rekanan dari luar Kabupaten Tana Toraja untuk berpartisipasi namun syarat 
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kualifikasi yang diberikan oleh panitia kadang menyulitkan rekanan untuk 
berpartisipasi dalam proses tender. 
3. Tingkat efisiensi proses pengadaan di Kabupaten Tana Toraja telah meningkat 
dengan penerapan e-Procurement ini. Anggaran yang dikeluarkan oleh 
pemerintah menjadi lebih efisien karena dengan e-Procurement ini akan 
memenangkan peserta dengan penawaran yang rendah juga proses pengadaan 
yang semuanya menggunakan aplikasi internet mengurangi anggaran untuk 
pengadaan dokumen pengadaan. Proses pengadaan sudah terjadwal mulai dari 
pengumuman pelelangan sampai pengumuman peserta lelang sehingga pihak 
rekanan tidak perlu ke kantor untuk mencari tahu jadwal pelelangan. 
4. Proses monitoring dan audit pengadaan barang dan jasa secara elektronik di 
Kabupaten Tana Toraja telah berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi 
dalam proses pelelangan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam melakukan control terhadap pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. 
5. Kebutuhan akses informasi yang real time telah terpenuhi, masyarakat 
khususnya rekanan dapat mengakses aplikasi yang disediakan LPSE ini 
kapanpun sepanjang tersedia jaringan internet.  
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VI.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan mengenai penerapan e-
Procurement di Kabupaten Tana Toraja adalah: 
1. Status Layanan Pengadaan Secara Elektronik harus dipatenkan agar setiap 
pegawai dapat bekerja lebih maksimal lagi tanpa terkendala tugas pada 
instansi lain. 
2. Pemerintah khususnya LPSE perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan 
yang lebih bagi masyarakat khususnya penyedia barang dan jasa tentang 
sistem e-Procurement ini sehingga pelaksaannya bisa lebih maksimal. 
3. Menampilkan hasil evaluasi yang lebih rinci lagi dalam aplikasi sehingga 
rekanan dapat dengan jelas mengetahui apakah rekanan yang dimenangkan 
sudah sesuai dengan syarat kualifikasi yang telah ditetapkan oleh panitia. 
4. Meningkatkan kompetensi dari setiap pegawai yang berperan dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah ini, agar semakin meningkatkan kualitas 
pelayanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.  
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